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 Nama Hafizh Abilfada Maulana Islam. NPM 2116500021. 2021. 
Efektivitas Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2019 Di Desa Kupu Kecamatan 
Wanasari Kabupaten Brebes.Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti 
Tegal. Pembimbing I : Drs. Djoko Suyono. M.Si dan Pembimbing II : Dra. Erny 
Rosyanti, M.Si 
 Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mendeskripsikan efektifitas 
pelaksanaa dana desa tahun 2019 di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten 
Brebes dan juga untuk Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang 
menghambat dan solusinya efektivitas pelaksanaan dana desa tahun 2019 di Desa  
Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu 
tipe penelitian yang berusaha mendiskripsikan secara jelas tentang Efektivitas 
Pelaksanaan Dana Desa Tahun  2019 Di Desa Kupu Kecamatan Wanasari 
Kabupaten Brebes. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder 
dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview (wawancara), 
dokumentasi, dan studi pustaka. 
 Hasil penelitian menggambarkan bahwa efektivitas pelaksanaan dana desa 
tahun  2019 di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes berjalan cukup 
baik, dilihat dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sudah baik, pelaksanaan 
pembangunan kurang baik, pembinaan kemasyarakatan sudah baik,dan 
pemberdayaan masyarakat kurang baik. Tterdapat faktor-faktor yang menghambat 
dalam efektifitaspelaksanaan dana desayaitu masih rendahnya kualitas SDM 
aparatur desa karena tingkat pendidikan yang rendah sebagian besar tamatan SMA 
sederajat masih kesulitan untuk dapat mengelola waktu sehingga beberapa 
program pembangunan tidak tercapai dan kurang mampu dalam mendayagunakan 
potensi desa dalam pemberdayaan. 















 Name of Hafizh Abilfada Maulana Islam. NPM 2116500021. 2021. 
Effectiveness of 2019 Village Fund Implementation in Kupu Village, Wanasari 
District, Brebes Regency. Thesis, Government Science, Pancasakti University, 
Tegal. Advisor I : Drs. Djoko Suyono. M.Si and Advisor II : Dra. Erny Rosyanti, 
M.Si  
 This study aims to describe the effectiveness of implementing village 
funds in 2019 in Kupu Village, Wanasari District, Brebes Regency and also to 
find out what factors hinder and the solution to the effectiveness of 2019 village 
funds implementation in Kupu Village, Wanasari District, Brebes Regency.  
 The type of research used is a descriptive type of research, which is a type 
of research that seeks to clearly describe the Effectiveness of the 2019 Village 
Fund Implementation in Kupu Village, Wanasari District, Brebes Regency. The 
types of data used are primary data and secondary data with data collection 
techniques using observation, interviews (interviews), documentation, and 
literature study.  
 The results of the study illustrate that the effectiveness of the 
implementation of village funds in 2019 in Kupu Village, Wanasari District, 
Brebes Regency is going quite well, seen in terms of good governance, poor 
development implementation, good community development, and poor 
community empowerment.There are factors that hinder the effectiveness of the 
implementation of village funds, namely the low quality of village apparatus 
human resources because of the low level of education, most high school 
graduates and equivalent still find it difficult to manage time so that some 
development programs are not achieved and are less able to utilize village 
potential in empowerment. 
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1.1 Latar Belakang  
 Pada kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah diterangkan 
bahwa pelimpahan wewenang otonomi daerah kepada kabupaten atau kota 
berdasarkan atas asas desentralsasi, dekonsentrsi serta tugas pembantuan didalam 
bentuk otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Jadi otonomi daerah 
adalah suatu hak, wewenang, serta kewajiban dari suatu daerah otonom dalam 
mengatur serta mengurus sendiri pemerintahanya dan kepentinganya dari 
masyarakat setempat hal ini sesuai dengan aturan perundang - undangan. Hal ini 
lebih ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 2 prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
 Dalam menjalankan wewenang sebagai daerah otonom diberbagai bidang 
meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta 
pemberdayaan masyarakat yang merupakan seluruh bagian pelaksanaan otonomi 
daerahl yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dan meliputi 





yang terdepan. Dalam perjalanan tatanegaraan Republik Indonesia, desa sudah 
berkembang menjadi berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan 
diberdayakan supaya menjadi kuat, mandiri, maju, dan demokratis sehingga dapat 
menciptakan fondasi yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan 
membangun masyarakat yang adil, makmur, juga sejahtera. 
 Pada era otonomi daerah sekarang ini lebih difokuskan dalam upaya 
penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat, maka peran pemerintah desa sebagai lembaga yang  
terdepan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berhadapan secara langsung dengan masyarakat akan sangat penting. Sehingga  
seberapa baik kinerja dari pemerintah desa di dalam menjalankan peran, fungsi,  
dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan akan mempengaruhi 
keberhasilan pencapaian pelaksanaan otonomi daerah yang tepat sasaran. 
 Dalam menjalankan pemerintahan desa dalam mewujudkan otonomi daerah 
yang diberikan kepada desa tentunya akan terdapat pembiayaan yang erat 
hubungannya dengan dana desa, sehingga pemerintah pusat akan memberikan 
dana desa yang ditransfer melalui pemerintah daerah kemudian diberikan kepada 
setiap Desa di wilayahnya. Sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 10 tentang desa yang menyebutkan bahwa 
keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan 
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, 





pemerintahanya sendiri desa itu memiliki banyak sumber pendapatan keuangan 
desa salah satunya adalah Dana Desa. Dijelaskan dalam Permendes PDTT No 6 
Tahun 2020 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melaluiAnggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana tersebut kemudian dapat dipakai 
untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.7/2016 tentang Tata Cara, Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, jumlah dari 
nominal yang akan diberikan kepada masing - masing desa akan dilihat dari 
jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 
geografis..  
 Pelaksanaan Keuangan Desa Kupu sudah sesuai dengan Permendagri No 20 
Tahun 2018 yang meliputi : 
1. Tahap awal kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan menyusun DPA selama 3 hari 
setelah perdes APB desa di tetapkan. 
2. Kaur keuangan menyusun rancangan RKA berdasarkan DPA yang di setujui 
oleh kepala desa. 
3. Kaur dan kasi sudah melaksanakan kegatan berdasarkan yang ada dalam 
APBDes yang telah di setujui oleh Kepala Desa Kupu. 
4. Program kegiatan yang dilaksanakan desa dilakukan oleh TPK (tim pelaksana 






5. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan 
akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling 
lambat 7 hari sejak seluruh kegiatan selesai 
 Dalam tahapan pelaksanaan keungan desa yang bersumber dari dana desa 
kegiatan pelaksanaan program dilakukan oleh desa itu sendiri secara swakelola 
yang dilakukan oleh TPK, selain itu Badan Permusyawaratan Desa sebagi 
perwakilan dewan desa juga dapat melakukan controlling dan pengawasan pada 
saat pelaksanaan kegiatan dilakukan. 
Tabel I.01 





KUPU 408.358.800 546.525.163 
  Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Trasmigrasi Nomor 11 pasal 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 adalah membiayai pelaksanaan program dan 
kegiatan yang berskala lokal desa dalam bidang:  
a. bidang pembangunan desa 
b. pemberdayaan masyarakat desa. 
  Kabupaten brebes merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi 
Jawa tengah. Kabupaten Brebes terdiri atas 17 kecamatan yang terdiri dari 292 





di Jawa Tengah yakni senilai Rp441 miliar pada tahun 2019, Disamping itu 
kecamatan wanasari Kabupaten Brebes unruk salur dananya menjadi urutan no 
enam se Jawa Tengah dan Bupati Brebes, Idza Priyanti, SE. MH didampingi 
Ketua DPRD Muhammad Taufik, S. Si dan Kepala Dinpermades La Ode Vindar 
Aris Nugroho, AP. MSi memberikan piagam penghargaan kepada para Kepala 
Desa yang tercepat penyaluran Dana Desa Tahap 1 Tahun 2020. 
Tabel I.02 
Jumlah Dana Desa Kupu tahun 2017-2019  




 Jumlah Dana Desa kupu setiap tahun selalu mengalami kenaikan yang 
cukup tinggi. 
Tabel I.03 
Tingkat Efektifitas Dana Desa Kupu 
DESA TARGET REALISASI EFEKTIFITAS 
KUPU 1.664.895.000 954.883.963 57% 
Hal ini tercantum dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 
4, yang menyebutkan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan 
target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara melakukan perbandingan antara 





dilihat dari perbandingan antara realissi belanja dengan target belanja dengan cara 
sebagai berikut: 
Efektifitas =Realisasi belanja X 100 % 
Target Belanja 
Standar efektifitas tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 
No.690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerjakeuangan dapat 
diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteriasebagai berikut: 
1. Dari hasil perbandingan diatas 100% berartisangat efektif 
2. Dari hasil pebandingan 90 %-100 % artinya efektif 
3. Dari hasil perbandingan 80 %-90 % artinya cukup efektif 
4. Dari hasil perbandingan 60 %- 80% artinya kurang efektif 
5. Dari hasil perbandingan dibawah 60 % artinya tidak efektif 
  Dalam pelaksanaan dana desa di Kabupaten Brebes pada tahun 2019 rata 
rata serapan dana desa sebesar 98%. Tingginya serapan dana desa tersebut tidak 
diiringi dengan pelaksanaan dana desa di desa kupu yang merupakan bagian dari 
wilayah kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dalam pelaksanaanya ada sedikit 
masalah yakni ketidak sesuaian antara jadwal kegiatan pembangunan yang sudah 
di tetapkan dalam APBDes serta tidak mampunya pemerintah desa dalam 
mendayagunakan potensi dari Desa Kupu yang ada. Permasalahan diatas itu 
disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : 
1. Peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa tidak di imbangi dengan 






2. Adanya perubahan dari rencana- rencana yang sudah di anggarkan 
3. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan dana desa. 
 Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko 
yang cukup tinggi dalam pelaksanaanya, khususnya bagi aparatur pemerintah 
desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh 
BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan lainnya. 
 Desa Kupu adalah salah satu desa di kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes 
yang memperoleh bantuan dana desa untuk memajukan desa tersebut. Sesuai 
dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang 
dana desa yang bersuber dari APBN maka Dsa Kupu menjadi salah satu desa yang 
diprioritaskan dalam penggunan dana desa yang salah satunya dipakai untuk 
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.  
 Melihat luasnya kabupaten brebes yang memiliki 17 kecamatan dan 292 
desa, masih banyak desa di brebes yang tertinggal sampai berkembang, maka 
pemerintah kabupaten memprioritaskan dana desa tersebut untuk meningkatkan 
program penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi dengan jumlah dana 
desa yang begitu besar pemerintah desa masih belum bisa menggunakan dana 
desa tersebut dengan baik, dilihat dari penyelenggaraan pemerintahan yang 





kemasyarakatan juga kurang baik, dan pemberdayaan masyarakat masih kurang 
baik. 
 Berdasarkan pengertian diatas maka penulis mengajukan judul: 
“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2019 DI DESA   
KUPU KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES” 
1.2   Rumusan Masalah 
 Dihimpun dari pendapat para ahli, masalah biasa didefinisikan sebagai 
kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, atau kesenjangan antara teori 
dengan praktik, kesenjangan antara cita dengan realita, atau sesuatu yang 
memerlukan jawaban dan penjelasan. Tidak selamanya, masalah dapat 
menggambarkan kesenjangan, tapi terkadang juga merupakan sesuatu yang tidak 
bisa dijelaskan Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan 
dengan suatu penelitian, di mana nantinya jawaban dari pertanyaan ini lah yang 
akan menjadi hasil penelitian itu.Jadi, bisa dipahami bahwa rumusan masalah 
adalah bagian terpenting dalam inti penelitian yang harus dipikirkan secara 
matang.  
 Berdasarkan hal tersebut, perumusan masalah yang menjadi fokus perhatian 
peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan dana desa tahun 2019 di Desa Kupu 
Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes? 
2. Faktor – faktor apa saja yang menghambat dan solusinya efektivitas 






1.3 Tujuan Penelitian 
Dari permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah:  
1. Ingin mendeskripsikan efektifitas pelaksanaa dana desa tahun 2019 diDesa 
Kupu Kecmatan Wanasari Kabupaten Brebes 
2. Ingin mengetahui faktor – faktor apa saja yang menghambat dan solusinya 
efektivitas pelaksanaan dana desa di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten 
Brebes. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian yang akan di dapat didalam penelitian kali ini yaitu 
sebegai berikut: 
1. Kegunanan Teoritis  
a. Bermanfaat untuk menambah kepustakaan serta dapat dipakai sebagai 
referensi didalam penelitian dengan analisis yang serupa. 
b. Sebagai bahan rujukan untuk menelaah dan menganalisis tentang efektivitas 
pelaksanaan dana desa. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan,dapat memberikan suatu karya 
peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangansistem informasi 
b. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan ilmu 





c. Bagi masyarakat agarhasil penelitian ini diharapan akan memberikan 
informasi yang berguna kepada masyarakat tentang belanja daerah sebagai 
bentuk akuntanbilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah. 
d. Bagi pemerintah desahasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan dan pengetahuan tambahan tentang tata kelola keuangan desa 
khusus nya dana desa 
e. Bagi pemerintah daerah Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi 
pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah 






 Secara umum, teori (theory) adalah sebuah sistem konsep yang 
mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang 
membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H. Turner 
mendefenisikan teori sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide yang 
membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.” 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lubherty Dewi Amalia dkk 
(2018) dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa di 
Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung pada tahun 2015-
2018 didapat bahwa naiknya tingkat efektivitas yang fluktuatif dilihat dari 
pencapaian kinerja keuangan pelaksanaan Dana Desa dalam program 
pembangunan dan program pemberdayaan dari tahun 2015-2018. Faktor-faktor 
yang menghambat dalam pelaksanaan Dana Desa yaitu rendahnya kualitas SDM 
dari aparatur pemerintah, masyarakat, dan kurangnya partisipasi masyarakat 
dalam pelaksanaan Dana Desa sehingga Dana Desa menjadi kurang optimal. 
 Menurut penelitian Rahma Yulita (2016) tentang efektivitas pelaksanaan 
penggunaan alokasi dana desa (add) di desa setako raya kecamatan peranap 
kabupaten indragiri hulu didapat bahwa Efektivitas pelaksanaan penggunaan 
Alokasi Dana Desa(ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten 
Indragiri Hulu Belum efektif dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini sudah diperjelas juga didalam Peraturan Bupati 





bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dibagi menjadi 2 komponen 
yaitu : 30% digunakan untuk operasional pemerintah desa tetapi pada 
kenyataannya mencapai 60,8% hal ini tidak sesuai dengan Ketetapan Pemerintah 
Daerah, Sedangkan 70% digunakan untuk hanya 12,7% untuk pembangunan dan 
infrastruktur desa. Dari kedua penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 
dana desa belum dapat dilaksanakan dengan efektif oleh desa.  
II.1 Kerangka Teori 
II.1.1 Teori Manajemen 
Secara etimologi, kata manajemen diambil dari Bahasa Inggris, yakni 
management, kemudian dikembangkan menjadi kata to manage, yang artinya 
mengatur atau mengelola. Menurut (Samsudin, 2006: 15) kata manage itu 
bermula dari Bahasa Itali, mennegio, lalu dikembangkan oleh Bahasa Latin 
managiare, dari kata manusyang memiliki arti tangan. 
Selain itu secara terminologi ada banyak definisi yang diutarakan oleh 
banyak ahli manajemen. G.R. Terry mengatakan bahwa manajemen merupakan 
suatu proses yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran yang sudah 
ditetapkan sebelumnya melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-
sumber lainnya yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan dan pengendalian (Hasibuan, 2001: 3).  
Dalam buku (Handoko, 1999: 8) menurut pendapat dari Handoko, 
manajemen dapat diartikan sebagai bekerja bersama seseorang atau lebih untuk 
menentukan, mengiterpretasikan dan mencapai tujuan - tujuan dari organisasi 





(organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan 
serta kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling). 
Menurut Johnson, sesuai dalam kutipan Pidarta mengatakan bahwa bahwa 
manajemen merupakan proses penghububungan dari sumber - sumber yang  tidak 
berhubungan sama sekali dan menjadi sebuah sistem untuk menyalesaikan suatu 
sasaran dan  tujuan. (Abdul Choliq, 2011: 2)  
Menurut Stoner sesuai dengan Handoko, mengemukakan bahwa 
manajemen ialah proses diawali dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 
dan pengawasan usaha dari para anggota serta menggunakan berbagai sumberdaya 
organisasi lainya untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi yang sudah 
ditetapkan sebelumnya. (Abdul Choliq, 2011:3)  
Dari definisi yang sudah dijelaskan di atas sehingga bisa di tarik ke 
simpulan  bahwa menejemen merupakan suatu rangkaian kegiatan diawali oleh 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pengendalian dan pengembangkan 
seluruh upaya untuk mengatur dan menggunakan sumber daya manusia, sarana 
dan prasarana dalam mencapai sebuah tujuan organisasi yang sudah ditetapkan 
dengan efektif dan efisien. 
II.1.2 Fungsi Manajemen 
Menurut G.R.Terry fungsi – fungsi dari manajemen didefinisikan sebagai POAC 
yang artinya adalah kepanjangan dari Planning, Organizing, Actuating, dan 
Controlling2:  
a. Planning / perencanaan ialah suatu kegiatan untuk meruuskan tujuan 





penetapan penggunaan sarana didalam pencapaian tujuan dan sasaran 
tersebut. Dalam merancang sebuah perencanaan maka harus ditetapkan 
lebih dahulu apa yang akan dilakukan. Dalam perencanaan tersebut 
perlu dipertmbangkan kembali dari aspek-aspek tekns, ekonomis, sosial 
dan pelayanan yang diberikan oleh organisai. Maka, perencanaan dapat 
dikatakan sebagai penghubung masasekarang dengan tujuan dan 
sasaran yang akan dicapai dalam menentukan jumlah aktivitas yang 
dilakukan anggota dalam organisai.  
b. Organizing / pengorganisasian adalah pengurusan semua sumber daya 
yang ada didalam organisasi itu, baik dari sumber daya manusianya 
ataupun sumber daya materialnya. Penataan sumber daya organisasi 
didasari pada konsep yang tepat melalui beberapa fungsi yang 
diantaranya persyaratan dari tugas, tata kerja, dan penanggungjawaban. 
Dengan demikian, pengorganisasian adalah kegiatan 
menginterpretasikan semua kegiatan seperti aktivitas kerja, penggunaan 
dari tenaga kerja, dan pemanfaatan semua sumber daya, melalui 
tingkatan formal dengan wewenangan masing – masing sesuai bidang.  
c. Actuating / penggerakan adalah suatau kegiatan dari organisasi dalam 
usaha pencapaian suatu sasaran dengan cara menggerakkan dan 
mengendalikan segala sumber daya yang ada. Dalam penggerakan 
penyatuan segala kegiatan dan menciptakan kerja sama dilakukan dari 
segala aspek, maka tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai secara 





d. Controlling / pengawasan, adalah sesuatu kegiatan yang dijalankan 
supaya seluruh anggota dari organisai bisa bekerja sama secara baik 
serta bergerak ke arah yang sama dalam mencapai sasaran dan tujuan 
organisasi. Selain itu Pengawasan dilaksanakan guna menghindari 
penyimpangan - penyimpangan dengan cara mengukur hasil pekerjaan  
maka bila memang harus dibutuhkan melakukan ditindak secara tegas 
terhadap segala kesalahan yang ada..  
II.1.3 Teori Efektifitas 
 Dalam kamus ilmiah yang populer menyebutkan bahwa efetifitas sebagai 
sebuah ketepatan dari suatu penggunaan, hasil guna, dan menunjang tujuan.  
Dikatakan efektif jika sasaran dan tujuan sudah tercapai sesuai seperti yang telah 
ditetapkan. Sesuai berdasarkan pendapat dari H. Emerson dalam kutipan 
Soewarno Handayaningrat.S (2006:16) yang mengatakan bahwa efektifitas 
merupakan pengukur dalam artian untuk melihat tercapainya tujuan yang sudah 
ditetapkan sebelumnya.  
 Efektifitas berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa ukuran dari 
efektifitas dalam artian untuk melihat tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan 
sebelumnya adalah suatu ukuran dimana suatu target dapat tercapai sesuai pada 
perencanaan yang sudah ditetapkan. Pendapat lainya dari Susanto (2005:156), 
“efektifitas adalah daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan 
pesan - pesan untuk mempengaruhi”. dari penjelasan Susanto, efektifitas dapat 
didefinisikan menjadi suatu ukuran dari tujuan yang tercapai sudah sesuai dengan  





 Efektifitas adalah sebuah ukuran memberikan gambaran seberapa jauh 
target yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi dapat tercapai. Hal ini 
begitu penting didalam setiap perusahaan karena akan berguna untuk melihat 
perkembangan dan kemajuan yang dicapai dari perusahaan itu sendiri 
(Sedarmayanti, 2006:61). Jadi setiap perusahaan didalam kegiatannya 
menimbulkan terjadinya capaian dari sasaran dan tujuan. Dari tujuan suatu 
organisasi maka dapat dicapai seluruh kegiatannya dengan berjalan efektif jika di 
dukung oleh faktor - faktor pendukung efektifitas. 
Selanjutnya dari ahli bernama Agung Kurniawan (2005:109) menyebut 
efektifitas  merupakan  sebuah kecakapan untuk menjalankan suatu tugas dan 
fungsi (oprasi kegiatan progrm /  misi) dari suatu perusahaan maupun yang serupa 
yang tidak ada desakan ataupun ketegangan di antara pelaksanannya.  
Dari hasil penjelasan diatas tentang efektifitas, maka bisa ditarik 
kesimpulkan bahwa efektifitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan sudah 
seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang sudah tercapai oleh 
organisasi, dimana target tersebut telah ditetapkan sebelumnya.  
 Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkatan dari suatu target 
yang telah dicapai oleh organisasi seperti kualitas, kuantitas, dan waktu. dimana 
target telah direncanakan sebelumnya. Efektifitas dilihat dari Undang-Undang No. 
6 Tahun 2014 efektifitas merupakan asas yang menunjukan kegiatan sudah 
tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat desa. Efektifitas 
menetukan hasil dari tercapainya atau tidak sasaran yang sudah ditetapkan.  Jika 





efektifitasnya. Secara singkat efektifitas merupakan suatu tingkat dari 
keberhasilan yang bisa dicapai oleh seseorang atau perusahaan. 
 Dalam petunjuk teknis penggunaan dana desa 2018 oleh Dirjen 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Efektif artinya seluruh 
kegiatan dilakukan sesuai prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat desa serta adanya pelestarian dan kegiatan yang  berkelanjutan. 
II.1.4 Tujuan Efektifitas  
 Menurut Schemerhon John R. Jr. Tujuan efektifitas dilihat dari  aspek - 
aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan, berikut ini  beberapa 
aspek tersebut yaitu : 
1. Aspek Peraturan 
Tujuan efektifitas berdasarkan aspek peraturan adalah agar menjaga 
keberlangsungan suatu kegiatan agar berjalan selaras dengan apa yang sudah 
direncanakan sebelumnya, yang harus dilalukan dalam kegiatan untuk hasil yang 
efektif. 
 2. Aspek Fungsi dan  Tugas 
Tujuan efektifitas berdasarkan aspek fungsi dan tugas adalah agar seseorang atau 
suatu organisasi melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugasnya 
masing – masing sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan efektif. 
3. Aspek Rencana atau Program 
Tujuan efektifitas berdasarkan rencana atau program adalah pelaksanaan kegiatan 
yang dikerjakan sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan 





II.1.5 Manfaat Efektifitas  
Menurut Agung Kurniawan (2005:109) ada 5 manfaat dari efektifitas, diantaranya 
sebagai berikut : 
1. Efisiensi Waktu 
Ketika kegiatan dilakukan dengan efektif maka akan sedikit kesalahan dari 
pengerjaan kegiatan sehingga waktu yang terpakai hanya sedikit. 
2. Tugas Selesai Tepat Waktu 
Jika kegiatan dilakukan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya 
dengan waktu yang efektif maka tugas akan selesai dengan tepat waktu. 
3. Kualitas Pekerjaan Produktif 
Dengan menjalankan kegiatan secara lebih fokus pada tujuan, secara alami 
kualitas pekerjaan akan meningkat dan hasil pekerjaan menjadi produktif 
dari sebelumnya. 
4. Disiplin Diri 
Dengan bekerja secara fokus juga akan membentuk disiplin diri yang kuat. 
Disiplin diri merupakan suatu fondasi untuk mencapai berbagai tujuan 
hidup hingga peningkatan kesehatan.  
5. Keseimbangan Kerja 
Dengan melakukan kegiatan secara efektif sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah di tetapkan maka akan mendapat keseimbangan antara 







II.1.6 Jenis Efektifitas 
Terdapat tiga jenis efektifitas berdasarkan pendapat oleh David J. Lawless 
didalam buku Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) antaralain : 
1. Efektifitas Individu 
Merupakan Efektivitas yang dilihat berdasarkan dalam pandangan dari aspek 
individu yang ditekankan dari hasil pekerjaan setiap anggota atau pekerja 
organisasi.  
2. Efektifitas Kelompok 
Merupakan pandangan dimana dalam menjalankan kegiatan individu dapat saling 
bekerjasama dalam suatu kelompok. Maka efektifitas kelompok adalah jumlah 
dari banyaknya hasil yang tercapai oleh seluruh anggota kelompok. 
3. Efektifitas Organisasi 
Efektifitas organisasi berasal dari efektifitas individu serta kelompok. Efektifitas 
organisasi memiliki sinergisitas, sehingga bisa mendapatkan hasil pekerjaan yang 
maksimal dari jumlah hasil pekerjaan tiap bidangnya. 
 II.1.7 Tahapan atau Langkah Efektifitas  
Adapun langkah-langkah atau tahapan efektifitas menurut Ravianto (2014:11) 
yaitu : 
1 . Susun Prioritas Pekerjaan 
Hal pertama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam bekerja 
adalah buatlah prioritas pekerjaan. 
Dimana, harus bisa memilih dan memilah mana tugas yang sangat diprioritaskan 





prioritas untuk segera diselesaikan. Sehingga, pekerjaan akan bisa kerjakan sesuai 
dengan tingkat prioritasnya. 
Langkah ini sangat efektif  karena nantinya akan lebih fokus menyelesaikan setiap 
tugas dan pekerjaan satu per satu tanpa harus memikirkan yang lainnya. 
2. Aturlah Waktu dan Disiplin 
langkah berikutnya, harus bisa mengatur manajemen waktu. Artinya, harus tahu 
dan memahami berapa lama pekerjaan yang diberikan bisa diselesaikan. 
Tentukan pekerjaan yang paling lama memakan waktu untuk dijadikan prioritas 
utama. Selanjutnya, kerjakan bagian pekerjaan lainnya yang sekiranya 
membutuhkan waktu yang tidak lama. 
Mengatur waktu dengan tepat dan benar akan membuat lebih cepat dan efektif 
dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. 
3. Berusaha Fokus 
Langkah lain yang perlu paham adalah selalu fokus pada pekerjaan yang sedang 
di kerjakan. Dengan kata lain, jangan memikirkan pekerjaan lain sebelum 
pekerjaan pertama selesai. 
Hal ini bertujuan supaya fokus terhadap pekerjaan menjadi lebih tinggi. Sehingga, 
secara tak langsung akan mempercepat efisiensi waktu dalam bekerja.Ini perlu 
untuk dilakukan untuk menghindari pekerjaan yang menumpuk. Karena, fokus 
pada satu pekerjaan yang tengah dihadapi secara tak langsung akan mempercepat 







II.1.8 Teori Pelaksanaan 
 Pelaksanaan merupakan suatu penerapan dari suatu rencana yang telah 
ditetapkan dengan sempurna serta rinci dan implementasinya biasa di lakukan 
sesudah perencanaan dikatakan telah siap. Dengan lebih sederhana pelaksanaan 
dapat didefinisikan sebagai penerapan. Menurut pendapat dari Majone dan 
Wildavsky menyebut pelaksanaan seperti suatu evaluasi. Kemudian dari Browne 
dan Wildavsky juga menyebutkan bahwa pelaksanaan merupakan perluasan 
kegiatan yang saling menyelaraskan. Nurdin Usman. (2002:70).  
 Dati Penjelasan di atas menunjukan bahwa kata pelaksanaan berakhir  
pada aktifitas, aksi, tindakan, atau mekanisme dari suatu sistem. Dalam makna 
mekanisme memiliki arti bahwa pelaksanaan tidak hanya sekedar aktifitas akan 
tetapi juga merupakan kegiatan terencana dan dilakukan sesuai dengan aturan 
tertentu untuk mencapai tujuan.  
 Pelaksanaan merupakan seluruh aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk 
menjalankan seluruh rencana dan kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dan 
ditetapkan dengan semua kebutuhan, alat, orang yang menjalankan, tempat, dan 
bagaimana carnya untuk melaksanakanya. Pelaksanaan pun bisa di artikan sebagai 
sebuah proses dari rsngksian kegiatan lanjutan setelah program atau kebijaksanaan 
sudah dirumuskan dan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, dan 
langkah strategis menjadi kenyataan untuk mencapai sasaran dari program yang 
telah ditetapkan semula.  
 Dari definisi yang dijelaskan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 





kondisi yang ada, sesuai keadaan dalam maupun luar lapangan. Yang mana 
didalam kegiatan itu melibatkan banyak komponen dan dengan usaha - usaha 
disertai dukungan juga dengan beberapa alat penujang.  
II.1.9 Faktor - Faktor Pelaksanaan 
 Faktor-faktor yang bisa meningkatkan pelaksanaan dari suattu kegiatan 
adalah sebagai berikut: 
a. Komunikasi  
Adalah proses kegiatan yang bisa berjalan dengan baik jika jelas oleh para 
pelaksana kegiatan. Proses tersebut terdiri dari penyampaian dari informasi, 
kejelasan dari informasi dan konsistensi dari informasi yang disampaikan.  
b. Resouces (sumber daya) 
Terdapat 4 unsur yakni, terpenuhinya jumlah kuantitas sumberdaya 
manusia dan kualitas dari sumberdaya manusia, informasi  yang berfungsi 
untuk pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup untuk 
menjalankan tudas sesuai tanggungjawab dan fasilitas penunjang 
pelaksanaan kegiatan. 
c. Disposisi 
Merupakan suatu sikap yang berkomitmen dari pelaksanaan terhadap 
program oleh mereka yang menjadi pelaksana program. 
d. Struktur Birokrasi 
Merupakan SOP (Standar Operasional Pelaksanaan) yang berfungsi 
mengatur tata jalanya pelaksanaan program. Bila hal ini dilakukan maka 





Empat faktor di atas, dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu proses 
pelaksanaan, tapi ada juga keterkaitan yang saling mempengaruhi antara suatu 
faktor dengan faktor lainya. Selain itu didalam proses pelaksanaan terdapat tiga 
unsur penting diantaranya yaitu : 
a. Terdapat program yang dilaksanakan. 
b. Masyarakatnya akan menjadi sasaran dan manfaat dari program  
c. Pelaksana yang baik dalam organisasi ataupun perorangan yang 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan serat adanya pengawasan dari 
proses pelaksanan tersebut. 
II.1.10 Pelaksanaan Dana Desa Menurut Peraturan Peerintah No 60 tentan 
Dana Desa yang Bersuber Dari APBN  
 Pelaksanaan dana desa adalah kesuluruhan pelaksanaan kegiatan APBDes 
yang direncanakan meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
II.1.11 Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Menurut Permendes 
PDTT  No 11 Tahun 2019 
 Pemanfaatan atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan 
Desa berdasarkan hak asal-usul dan  kewenangan lokal berskala Desa. untuk 
membantu Desa memprioritaskan penggunana Dana Desa sesuai kewenangan 
Desa. 
 Dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar 
kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa 





A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa 
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana Desa 
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap  Pelayanan  Sosial Dasar 
B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
1. Pelestarian lingkungan hidup  
2. Pengelolaan usaha ekonomi produktif 
3. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa 
II.2 Definisi Konsepsional 
 Koentjarningrat (1981:31) mengutip pendapat menurut Robert K Norton 
mengatakan bahwa definisi konsepsional adalah definisi yang harus diperhatikan,  
konsep menetapkan adanya hubungn empiris. 
 Definisi Konsepsional merupakan definisi yang menggambarkan sebuah 
fenomena yang perlu diperhatikan dan akan membuat mudah penjelasan dari 
makna fenomena atau kejadian tersebut supaya mudah dimengerti, maka tidak 
akan terjadi kesalah pahaman tetang arti yang dipakai didalam penelitian. 
 Dari penjelasan di atas, sehingga bisa dikatakan bahwa konsep bisa 
dijelaskan sebagai unsur penelitian yang berwujud definisi dimana definisi  itu 
dapat menggambarkan sebuah fenomena dari gejala sosial yang akan menjadi 
obyek dari penelitian. 





 Pelaksanaan dana desa : kesuluruhan pelaksanaan kegiatan APBDes yang 
direncanakan meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
II.3 Pokok Penelitian  
 Pokok penelitian adalah petunjuk pelaksanaan bagaimana mengukur suatu 
variable (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi 2008:46). Jadi pokok penelitian 
dapat diartiakan sebagai definisi secara terperinci dari konsep yang memiliki fungi 
sebagi pedoman dari suatu variabel yang diteliti bisa di ukur melalui indikator 
yang mempengaruhi variable tersebut.  
Peneliti mengajukan pokok-pokok penelitian sebagi berikut: 
 Pelaksanaan dana desa indikatornya antara lain : 
1. penyelenggaraan pemerintahan 
2. pelaksanaan pembangunan 
3. pembinaan kemasyarakatan  
4. pemberdayaan masyarakat 
II.4. Alur Pikir Penelitian 
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa jika Pemerintah Desa melaksanakan 
dana desa dengan baik dan evektif maka dana desa yang diterima dalam jumlah 
yang besar dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa. 
Efektivitas pelaksanaan dana desa dapat digambarkan dalam kerangka berpikir 


























Undang No 23 Tahun 2014 
tentang pemerintah daerah 
UU no 6 Tahun 2014 tentang 
Desa 
 
PP no 60 tahun 2014 tentang 




Permendagri no 20 tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa 
 
Efektifitas Pelaksanaan Dana 
Desa  
Pelaksanaan Dana Desa 
1. penyelenggaraan pemerintahan 
2. pelaksanaan pembangunan 
3. pembinaan kemasyarakatan  






 Secara umum penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu 
di perhatikan yaitu : cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan tertentu. (Prof. Dr. 
Sugiono 2010 : 3 ) 
III.1 Jenis dan Tipe penelitian 
Berdasarkan dari buku sugiono (2015;35), penelitian terdapat beberapa jenis 
berdasarkan tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, serta analisis dan jenisnya 
datanya. Berdasarkan tingkat eksplanasi sugiono (2015;35) membagi penelitian 
menjadi beberapa jenis antara lain : 
a. Penelitian Deskriptif merupakan penelitan yang menggambarkan suatu 
fenomena sebuh kejadian yang diteliti yang dilakukan tanpa membuat 
perbandingan  atau menghubungkan antara variable satu dengan variable 
lainya 
b. Penelitian Komparatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara 
membandingkan. Dalam hal ini variabel masih sama seperti penelitian 
variabel mandiri akan tetapi untuk sampel yang diteliti berjumlah lebih dari 
satu atau dalam kurun waktu yang berbeda antara dua sampel yang diteliti. 
c. Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang dilakukan agar mengetahui 
hubungan antar dua variable atau lebih. Bila menggunakan penelitian 
asosiatif maka dapat ditemukan sebuah teori yang memiliki fungsi untuk 





Dalam penelitian ini penulis penggunakan jenis penelitan deskriptif. karena untuk 
mengetahui dan menganalis lebuh dalam nilai variable yang ada dalam penelitian 
ini, yaitu efektivitas pelaksanaan dana desa. 
III.2 Lokus Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa kupu Kecamatan Wanasari sebagai 
pelaksana dalam pelaksaan Dana Desa pada tahun 2019 di  Kabupaten Brebes. 
III.3  Jenis dan Sumber Data 
Sumber data sendiri merupakan  subjek suatu data yang diperoleh 
(Arikunto, 1998:144). Sedangkan menurut Sutopo (2006:56-57) sumber data 
sendiri ialah tempat sebuah data itu didapat dengan menerapkan metode tertentu 
entah itu artefak,  manusia, atau berupa dokumen.  
1 Data Primer 
Data primer itu sendiri merupakan data yang peneliti dapatkan secara 
langsung. Pada penelitian kali ini data primer bisa didapatkan memalui interview 
(wawancara) kepada informan yang meliputi kepala desa, aparat desa, dan Badan 
Permusyawaratan Desa terkait dengan pelaksanaan dana desa di Desa Kupu  
Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. 
2 Data Sekunder 
Data sekunder itu sendiri merupakan data yang diperoleh peneliti secara 
tidak langsung tetapi dengan menggunakan media yang telah tersedia seperti 
dokumen terkait, buku, dan berita online. Data sekunder dalam penelitian ini 
didapatkan dari berita online dan dokumen yang ada di Balai Desa di Desa Kupu 





III.4 Informan Penelitian 
 Dalam penelitian informan adalah orang yang berada didalam latar 
belakang penelitian, informan menurut Arikunto adalah orang yang memberikan 
informasi, dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan 
responden apabila memberikan keterangannya karena dipancing oleh peneliti 
(Arikunto, 2002:122).  
 Informan adalah seseorang yang benar benar mengetahui suatu persoalan 
atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan 
terpercaya baik berupa pelayan, keterangan, atau dapat membantubdalam 
memenuhi persoalan dan permasalahan.  
Informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 
1. Kepala Desa   1 orang   
2. Perangkat Desa  5 orang  
3.  Badan Permusyawaratan 5 orang 
4. Jumlah    11orang  
Total jumlah informan 11 orang yang berlokasi di Kupu Kecamatan 
Wanasari Kabupaten Brebes, namun dapat berubah menyesuaikan dengan 
kebutuhan data yang diperlukan. 
III.5 Teknik Pengumpulan Data 
1. Obesrvasi 
Menurut Marshall (dalam Sugiyono 2013;226) menyatakan bahwa, “through 





behavior”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari 
perilaku tersebut. 
Dalam melakukan observasi, peneliti akan terlibat kegiatan sehari-hari proses 
kerja dan orang yang diamati sebagai sumber data penelitian. 
2. Wawancara 
Sugiyono (2010:194) mengatakan bahwa wawancara itu merupakan teknik 
dalam mengumpulakan data untuk menemukan jawaban dari masalah penelitian. 
Dimana peneliti ingin mendapatkan ulasan yang lebih mendalam dari responden 
dan biasanya dilakukan dengan jumlah responden yang sedikit.  
Dalam penelitian ini wawancara dilakukan degan informan yang terdiri dari 
kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa untuk 
memperoleh data pelaksanaan dana desa di Desa Kupu Kecamatan Wanasari 
Kabupaten Brebes. 
3. Dokumentasi 
 Dokumentasi sendiri merupakan pengumpulan data yang dibutuhkan 
dalam sebuah penelitian, yang kemudian dipelajari lebih dalam untuk mendukung 
serta menjadi pembukti atau landasan dari sebuah kejadian yang telah terjadi (Aan 
Komariah &Djam’an S, 2011:149).  
Dalam sumber dari data yang berbentuk dokumentasi didalam penelitian 
kali ini sendiri yaitu dokumen penyaluran serta pencairan dana desa Desa Kupu 
Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. 





Menurut Sugiono (2012 :291) studi pustaka berkaitan dengan kajian 
teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang 
berkembang pada situasi sosial yang di teliti, selain itu studi pustaka sangat 
penting dalam melakukkan penelitian, hal ini dikenakan penelitian tidak akan 
lepas dari literatur-literatur ilmiah. 
III.6 Teknik dan Analisis Data 
Analisis data sendiri adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencari 
serta menyusun data secara sistematis yang didapatkan dari hasil observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Dimana analisis data itu sendiri dilakukan dengan 
mengorganisasikan data menjadi kategori, lalu menjadikannya unit-unit dengan 
cara menjabarkannya, melakukan sintesa, kemudian menyusunnya menjadi 
sebuah pola, memilah dan memilih yang penting untuk dijadikan fokus 
pembelajaran, dan kemudian dibuatkan kesimpulan untuk memudahkan peneliti 
ataupun orang lain dalam memahami sebuah penelitian. Dalam penelitian 
kualitatif sendiri analisis data dilakukan menjadi beberapa tahapan, yaitu sebelum 
turun ke lapangan, selama terjun ke lapangan, dan setelah terjun di lapangan  
(Sugiyono, 2009). 
Miles dan Huberman mennjelaskan tentang model analisis data yang 
dikembangkanya (sugiyono,2013) yaitu : 
a. Pengumpulan data merupakan proses dimana data awal yang masih bersifat 






b. Reduksi data, dimana didalamnya terdapat proses memilih, memfokuskan 
perhatian untuk menyederhanakan, membuat abstrak, serta transformasi data 
mentah ataupun data kasar yang ditemukan di lapangan. 
c. Penyajian data, dimana didalamnya merupakan proses menyusun informasi 
yang kompleks menjadi sistemaatis, yang dapat menyederhanakan data itu 
sendiri untuk dapat memudahkan dalam menarik kesmpulan dan mengambil 
tindkan. 
d. Kesimpulan atau Verivikasi, merupakan tahapan akhir dalam menganalisa 
data. Dimana pada tahan ini penetiti akan menyimpulkan data yang telah 
didapatkan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. 
Berikut ini Skema analisis data oleh Miles dan Huberman ( 2003:56 ) yaitu : 
SKEMA III.01 






  Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau 
verivikasi berhubungan satu sama lain 
III.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan berguna untuk mengetahui secara rinci tentang urutan 
penelitian. Adapun sistematika dari penelitian ini adalah : 







BAB I PENDAHULUAN 
Adalah kerangka pemikiran diantaranya meliputi latar belakang masalh, 
perumusan masalh, tujun penelitian dan manfaat penelitaian. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
 Merupakan kerangka teori yang menjadi landasan dari variabel penelitian 
dan bisa berupa peraturan perundangan, definisi konsepsional, definisi operasional 
, hipotesis dan alur pikir. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab metodologi penelitian ini memuat mengenai metode atau cara-cara 
yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian ini. 
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 
Pada bab ini memuat gambaran umum tentang objek penelitian yang ada 
relevansinya dengan tujuan atau deskripsi dan objek / subjek penelitian, misalnya 
kondisi geografis, lingkungan daerah penelitian dan lain – lain. 
 BAB V HASIL PENELITIAN 
Pada bab ini memuat hasil–hasil yang di peroleh ketika melakukan 
penelitin, dengan menyesuaikan instrument penelitian. Sehingga penelit 
imencantumkan sesuai dengan yang akan di teliti 
BAB VI PEMBAHASAN 
Pada bab ini peneliti menulisakan pembahasan – pembahasan yang terkait 
dengan hasil penelitian yang diperoleh isi dalam bab ini merupakan hasil analisis 
penelitian dengan menggunakan alat analisis penelitian dengan menggunakan alat 





BAB VI PENUTUP 
 Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran – 





DESKRIPSI DAERAH PENNELITIAN 
 Deskripsi daerah peneliian adalah gambarn umum dari suatu daerah 
dimana tempat peneltian itu dilakukan. Desakripsi daerah peneltian sangat penting 
agar dapat memberi gambaan umum maalah ataupun potensi secar umum yang 
terdapat didalam daerah tempat penelitian. Pada penelitian kali ini berlokasi dalam 
satu desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, kewajiban, dan 
wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahanya sendiri untuk 
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintahan daerah harus 
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada kepentingan 
masyarakatnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah 
daerah serta masyarakatnya untuk lebih dayagunakan juga diberikan 
tanggungjawab untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  
Sesuai penjelasan tadi, maka pelaksanaan kebijkan otonomi daerah sudah 
membuat suatu perubahan, dalam hal struktural, fungsinal, ataupun kultural 
didalam tata penyelenggara pemerintahan daerah. Adapun satu perubahan yang 
begitu mendasar adalah tentang kedudukan, tugas dasar dan fungsinya kecamatan 
yang dulunya hanya bagian wilayah didalam kerangka asass dekonsentralisasi 





yang menjadi perangkat daerah, maka Camat didalam menjalanjakan tugas dan 
fungsinya diberi kelimpahan wewenangan serta bertanggungjawab pada Bupati 
atau Wali Kota. 
Maksud dibentuknya kecamatan bisa diketahui dari peraturan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 ayat (1), 
yang mengatakan bahwa wilayah Kabupaten atau Kota memdirikan Kecamatan 
untuk meningkatkan kordinasi penyelenggara pemerintaha, pelayanan publk, serta 
pemberdayan masyarakat desa ataupun kelurhan. Daerah Kecamatan Wanasari 
merupakan suatu Kecamatan di KabupatenBrebes Provinsi Jawa Tengah  
Indonesia. Kecamatan Wanasari memiliki jumlah desa sebanyak 20 desa. Lokasi 
kantor Kecamatan Wanasari berada di Warnasari no. 70, Klampok, Wanasari, 
Klampok, Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52252, Indonesia, 
Indonesia. Saat ini Kecamatan Wanasari dipimpin oleh Nuruddin SHdengan 
Sekretaris Camat Aeif Rahmawan SH, M.si. 
Visi dan misi Kecamatan Wanasari sama dengan visi dan misi dari 
Kabupaten Brebes. 
a. Visi 
Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan 
b. Untuk mewujudkan visi daerah Kabupaten Brebes di masa depan seperti 
diatas, ditetapkan misi sebagai berikut : 
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, 
sehat dan daya saing yang tinggi berdasar kepada nilai-nilai Ketuhanan 





2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur serta pengembangan 
wilayah selaras dengan rencana tata ruang yang memperhatikan kelestarian 
sumber daya alam, lingkungan hidup serta prinsip-prinsip pembangungan 
berkelanjutan. 
3. Meningkatkan pengembangan pertanian dan ekonomi kerakyatan dengan  
melalui penguatan inovasi daerah serta investasi untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakatnya yang didasarkan pada kearifan lokal. 
4. Meningkatkan penyelenggaran pemerintahan daerah secara profesional, 
efektif dan efisien serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban 
daerah. 
5. Memantapkan pengelolaan pemerintahan desa serta pemberdayaan 
masyarakat desa menjadi desa yang maju dan juga mandiri. 
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak 
didalam partisipasi pembangunan serta mewujudkan perlindungan sosial.  
IV.1 Letak Geografis 
Kecamatan Wanasari terletak pada posisi antara 108° 41'37,7" - 109° 11'28,92" 
BT dan 6° 44'56'5" - 7° 20'51,48 LS, memiliki wilayah yang terdiri dari daratan, 
pesisir dan tepi hutan Negara, dengan kemiringan datar. Wilayah Kecamatan 
Wanasari terdapat pada +10 km arah barat kecamatan Brebes.  Kecamatan 
Wanasari terdapat di dataran rendah dengan tinggian 25 - 40m di atas permukaan 
air laut. Kecamatan Wanasari sendiri terdiri oleh banyak desa dengan jumlah 
mencapai 20 desa yang pusat pemerintahannya bertempat di desa Klampok 





1. Sebelah Utara : Laut Utara Jawa 
2. Sebelah Timur : Kecamatan Brebes 
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Jatibarang dan Larangan 
4. Sebelah Barat : Kecamatan Bulakamba 
Gambar IV.01  







































1 Tegalgandu 160,30 0,00 90,01 250,31 3,32% 
2 Jagalampeni 357,50 0,00 137,08 494,59 6,56% 
3 Glonggong 178,11 6,47 71,11 255,69 3,39% 
4 Sisalam 147,02 0,00 50,06 197,08 2,61% 
5 Lengkong 80,83 18,41 63,11 162,35 2,15% 
6 Tanjungsari 456,83 0,00 89,93 546,75 7,25% 
7 Siwungkuk 71,74 0,00 42,48 114,22 1,51% 
8 Dukuhwringin 163,25 0,00 66,91 230,17 3,05% 
9 Sigentong 150,75 10,30 100,28 261,33 3,46% 
10 Sidamulya 187,54 1,12 139,22 327,88 4,35% 
11 Wanasari 164,94 0,00 140,55 305,49 4,05% 
12 Siasem 449,66 0,32 154,77 604,74 8,02% 
13 Klampok 268,91 0,00 149,43 418,34 5,55% 
14 Pebatan 152,12 0,00 72,08 224,20 2,97% 
15 Pesantunan 103,28 0,00 176,11 279,39 3,70% 
16 Keboledan 104,17 0,00 46,53 150,70 2,00% 
17 Kupu 213,59 0,00 61,22 274,80 3,64% 
18 Dumeling 132,98 0,00 66,12 199,10 2,64% 
19 Kertabesuki 147,81 29,36 67,76 244,93 3,25% 
20 Sawojajar 271,02 1.412,24 308,93 1.992,20 
26,44
% 
  Jumlah 3.962,36 1.478,21 2.093,70 7.534,27 100% 
(Sumber : Statistik Kecamatan Wanasari) 
berdasarkan tabel di atas dapat dilihat yaitu jumlah dari seluruh lahan yang 





lahan sawah Pertania yang terbanyak digunakan pada desa Tanjungsari yang 
berjumlah 456,83 Ha dan yang terkecil ada pada desa Siwungkuk yang berjumlah 
71,74 Ha. Dan untuk luas penggunaan lahan bukan sawah yang terluas ada di desa 
Sawojajar yang berjumlah 1.412,24 Ha serta ada 13 desa yang tidak memiliki 
lahan bukan sawah yaitu desa Tegalgandu, desa Jagalampeni, desa Sisalam, desa 
Tanjungsari, desa Siwungkuk, desa Dukuhwringin, desa Wanasari, desa Klampok, 
desa Pebatan, desa Pesantunan, desa Keboledan, desa Kupu, dan desa Dumeling. 
Berikutnya untuk lahan bukan pertanian paling luas di desa Sawojajar dengan 
jumlah 308,93 Ha sedangkan paling sedikit di desa Siwungkuk yang berjumlah 
42,48 Ha. Lalu pada luas penggunaan lahan sawah pertanian, lahan bukan sawah, 
dan lahan bukan pertanian paling luas desa Sawojajar yang berjumlah 1.992,20 Ha 
sama dengan 26,44% dan yang terkecil ada pada desa Siwungkuk yang berjumlah 
114,22 Ha sama dengan 1,51%.. 
IV.2 Demografi 
 Demografi adalah sebuah gambaran dari kondisi yang terikat dengan 
kependudukan masyarakat yang berada diwilayah itu. Yang bertujuuan untuk 
mengungkap hubungan yang mempengaruhi diantara perkembagan penduduk dari  
segala segi sosial, menyajikan pertumbhan penduduk dimasa lalu, penurunan dan 
persebarannya secara baik dan benar dan berdasarkan data yang ada maka dapat 
menyoba memprediksi pertumbhan penduduk untuk masa mendatang beserta 
kemungkinannya. Dalam demografi terdapat 5 aspek yang terdiri dari jumlah 
penduduk dari jenis kelamn, jumlah penduduk dari kelompk umur, jumlah 





jumlah yang menganut agama. Dibawah ini data jumlah penduduk pada 
Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes sebagai berikut : 
Tabel IV.02 
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desa di Kecamatan 




Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 Tegalgandu 3.496 3.297 6.793 4,37% 
2 Jagalampeni 4.984 4.833 9.817 6,32% 
3 Glonggong 2.567 2.422 4.989 3,21% 
4 Sisalam 1.654 1.579 3.233 2,08% 
5 Lengkong 2.013 1.942 3.955 2,54% 
6 Tanjungsari 2.911 2.803 5.714 3,68% 
7 Siwungkuk 1.821 1.717 3.538 2,27% 
8 Dukuhwringin 2.884 2.696 5.580 3,59% 
9 Sigentong 4.494 4.301 8.795 5,66% 
10 Sidamulya 3.057 2.907 5.964 3,84% 
11 Wanasari 2.837 2.705 5.542 3,57% 
12 Siasem 5.774 5.449 11.223 7,22% 
13 Klampok 8.230 7.912 16.142 10,39% 
14 Pebatan 3.055 2.918 5.973 3,84% 
15 Pesantunan 8.148 7.720 15.868 10,22% 
16 Keboledan 4.031 3.699 7.730 4,97% 
17 Kupu 4.585 4.342 8.927 5,75% 
18 Dumeling 4.442 4.248 8.690 5,59% 
19 Kertabesuki 2.761 2.514 5.275 3,39% 
20 Sawojajar 5.927 5.557 11.484 7,39% 





(Sumber: BPS Kabupaten Brebes Tahun 2019) 
 Jumlah penduduk pada Kecamatan Wanasari di tahun 2019 berjumlah 
155.232 jiwa. Yang berasal pada 79.671 laki-laki sama dengan 51,32% dan 
75.561penduduk perempuan sama dengan 48,67%. Desa Klampok merupakan 
desa dengan penduduk terbanyak yaitu 16.142jiwa sama dengan 10,39% 
sedangkan Desa Sisalam hanya memiliki jumlah penduduk 3.233jiwa sama 
dengan 2,08%. 
Tabel IV.03 




Jumlah 0-14 15-64 65+ 
1 Tegalgandu 1.658 4.746 389 6.793 
2 Jagalampeni 2.628 6.655 534 9.817 
3 Glonggong 1.253 3.472 264 4.989 
4 Sisalam 800 2.268 165 3.233 
5 Lengkong 985 2.785 185 3.955 
6 Tanjungsari 1.343 4.068 303 5.714 
7 Siwungkuk 837 2.490 211 3.538 
8 Dukuhwringin 1.384 3.837 359 5.580 
9 Sigentong 2.259 6.119 417 8.795 
10 Sidamulya 1.456 4.241 267 5.964 
11 Wanasari 1.392 3.806 344 5.542 
12 Siasem 2.942 7.767 514 11.223 
13 Klampok 4.185 11.192 765 16.142 
14 Pebatan 1.560 4.119 294 5.973 
15 Pesantunan 4.118 11.051 699 15.868 
16 Keboledan 2.067 5.304 359 7.730 





18 Dumeling 2.286 6.010 394 8.690 
19 Kertabesuki 1.447 3.631 197 5.275 
20 Sawojajar 3.104 7.977 403 11.484 
 Jumlah 40.091 107.670 7.471 155.232 
(Sumber: BPS Kabupaten Brebes Tahun 2019) 
Berdasarkan table di atas diketahui jumlah penduduk yang terbanyak pada 
daerah Kecamatan Wanasari di tahun 2019 berada di umur 15 -64 tahun yang 
jumlah keseluruhanya 107.670 jiwa dan penduduk yang tersedikit di daerah 
Kecamatan Wanasari di tahun 2019 berada di umur 65+ tahun yang total 











































1 Tegalgandu 77 40 599 1169 2823 726 1359 6793 
2 Jagalampeni 155 78 824 1727 3955 1071 2007 9817 
3 Glonggong 43 22 430 1130 1926 429 1009 4989 
4 Sisalam 60 44 296 552 1382 279 620 3233 
5 Lengkong 41 17 299 555 1868 371 804 3955 
6 Tanjungsari 101 58 568 961 2292 615 1119 5714 
7 Siwungkuk 44 6 196 609 1530 484 669 3538 
8 Dukuhwringin 66 31 413 768 2506 670 1126 5580 
9 Sigentong 66 48 589 982 4159 1099 1852 8795 
10 Sidamulya 87 35 483 861 2696 543 1259 5964 
11 Wanasari 74 60 649 941 2275 502 1041 5542 
12 Siasem 166 108 1536 1792 4166 1060 2395 11223 
13 Klampok 273 150 1842 1976 6757 1810 3334 16142 
14 Pebatan 164 67 1064 1034 1779 686 1179 5973 
15 Pesantunan 311 174 1849 2012 6618 1588 3316 15868 
16 Keboledan 138 58 653 972 3094 1221 1594 7730 
17 Kupu 56 32 484 855 4233 1190 2077 8927 
18 Dumeling 131 68 531 795 4061 1350 1754 8690 
19 Kertabesuki 31 31 253 551 2553 752 1104 5275 
20 Sawojajar 175 111 1165 1636 4837 1198 2362 11484 
 
Total Jumlah 2259 1238 14723 21878 65510 17644 31980 
155232
3 
 Prosentase (%) 1 1 9 14 42 11 21 100 





 Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan 
Wanasari bila dilihat dari mata pencaharian penduduknya meliputi beberapa 
macam antara lain petani dengan prosentase 43,11% , industri dengan prosentase 
0,07% , konstruksi dengan prosentase 0,21% , perdagangan dengan prosentase 
0,90% , transportasi dengan prosentase 0,90% , jasa pendidikan dengan prosentase 
1,04%, jasa kesehatan dengan prosentase 0,11% , jasa pemerintahan dengan 
prosentase 1,95% , dan lainya dengan prosentase 51,66% ,. Sebagian besar mata 
pencaharian masyarakat adalah Petani dengan prosentase 43,11% sedangkan 















% (Km2) Penduduk Penduduk 
    perKm2 
1 Tegalgandu 3,05 6,793 2,227 4,03% 
2 Jagalempeni 4,19 9,817 2,343 4,24% 
3 Glonggong 2,39 4,989 2,087 3,78% 
4 Sisalam 1,88 3,233 1,720 3,11% 
5 Lengkong 1,75 3,955 2,260 4,09% 
6 Tanjungsari 5,17 5,714 1,105 2% 
7 Siwungkuk 1,10 3,538 3,216 5,83% 
8 Dukuhwringin 2,44 5,580 2,287 4,14% 
9 Sigentong 2,73 8,795 3,222 5,84% 
10 Sidamulya 3,28 5,964 1,818 3,29% 
11 Wanasari 3,25 5,542 1,705 3,09% 
12 Siasem 5,55 11,223 2,022 3,66% 
13 Klampok 3,91 16,142 4,128 7,48% 
14 Pebatan 2,11 5,973 2,831 5,13% 
15 Pesantunan 2,58 15,868 6,150 11,15% 
16  Keboledan 1,45 7,730 5,331 9,66% 
17  Kupu 2,33 8,927 3,831 6,94% 
18  Dumeling 2,55 8,690 3,408 6,17% 
19  Kertabesuki 1,81 5,275 2,914 5,28% 
20 Sawojajar 20,93 11 484 549 0,99% 
  Jumlah 74,45 155,232 55,156 100% 
(Sumber: BPS Kabupaten Brebes Tahun 2019) 
Berdasarkan table di atas diketahui bahwa luas wilayah Kecamatan 
Wanasari keseluruhan mencapai 74,45 km2 yang berjumlah penduduknya 
seluruhnya mencapai155.232 jiwa serta mempunyai kepadatan penduduk sampai 
55.156/km2. Dimana desa Pesantunan mempunyai kepadatan penduduk yang 





mempunyai kepadatan penduduk paling rendah diantara desa yg lain dengan 
jumlajh 549/km2 sama dengan 0,99%. 
Tabel IV.06 
Jumlah Penganut Agama Per Desa di Kecamatan Wanasari Tahun 2019 
No Desa 
Agama 
Islam Katolik Protestan Hindu Budha 
Kong
huchu 
1 Tegalgandu 6.788 - - - - 5 
2 Jagalampeni 9.815 - 1 - - 1 
3 Glonggong 4.989 - - - - - 
4 Sisalam 3.233 - - - - - 
5 Lengkong 3.954 - - - - 1 
6 Tanjungsari 5.702 3 - - - 4 
7 Siwungkuk 3.538 - - - - - 
8 Dukuhwringin 5.580 - - - - - 
9 Sigentong 8.794 - 1 - - - 
10 Sidamulya 5.963 - 1 - - - 
11 Wanasari 5.537 1 - - - - 
12 Siasem 11.221 - 2 - - - 
13 Klampok 15.996 31 99 - 16 - 
14 Pebatan 5.964 - 9 - - - 
15 Pesantunan 15.839 12 15 - - 2 
16 Keboledan 7.729 - - - - - 
17 Kupu 8.925 - 2 - - - 
18 Dumeling 8.689 - - - - 1 
19 Kertabesuki 5.275 - - - - - 
20 Sawojajar 11.482 - - 1 - 1 
 Jumlah 155.013 47 130 1 16 15 
(Sumber: BPS Kabupaten Brebes Tahun 2019) 
 Merujuk pada tabel tersebut terlihat bahwa penduduk Kecamatan 
Wanasari dari jumlah penganut agama yaitu agama Islam sebesar 155.013 orang, 





Budha sebanyak 16 orang dan konghuchu sebanyak 15 orang. Agama Islam 
mendominasi dengan jumlah penduduk yang paling banyak sementara hanya satu 





























Mata Pencaharian Penduduk Menurut Jenisnya Per Desa di Kecamatan 
Wanasari Tahun 2019 
























1. Tegalgandu 1381 1 9 17 18 29 - 31 735 2221 
2. Jagalampeni 1261 1 4 10 10 44 2 26 1597 2955 
3. Glonggong 456 - 4 5 1 12 - 20 1074 1572 
4. Sisalam 685 1 1 6 5 10 5 22 279 1014 
5. Lengkong 433 1 - 19 8 11 - 33 708 1213 
6. Tanjungsari 1078 2 - 14 18 24 4 35 610 1785 
7. Siwungkuk 734 2 1 8 2 13 - 22 399 1181 
8. Dukuhwringin 1308 - 1 3 6 11 3 20 503 1855 
9 Sigentong 1386 3 2 33 15 18 1 50 1190 2698 
10 Sidamulya 729 2 5 56 5 16 1 79 994 1887 
11 Wanasari 191 - 7 13 12 22 - 35 1347 1627 
12 Siasem 880 3 10 33 28 41 4 77 2270 3346 
13 Klampok 1733 2 8 46 61 67 10 83 2981 4991 
14 Pebatan 120 4 1 37 24 20 1 69 1514 1790 
15 Pesantunan 1550 3 10 38 119 54 7 87 2819 4687 
16 Keboledan 1191 1 3 20 14 21 1 44 1036 2331 
17 Kupu 1591 2 2 11 18 9 1 40 977 2651 
18 Dumeling 1151 3 3 15 12 29 7 42 1209 2471 
19 Kertabesuki 792 - 2 14 16 4 3 42 672 1545 
20 Sawojajar 1683 3 28 31 34 37 4 66 1449 3335 









 Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan 
Wanasari bila dilihat dari mata pencaharian penduduknya meliputi beberapa 
macam antara lain petani dengan prosentase 43,11% , industri dengan prosentase 
0,07% , konstruksi dengan prosentase 0,21% , perdagangan dengan prosentase 
0,90% , transportasi dengan prosentase 0,90% , jasa pendidikan dengan prosentase 
1,04%, jasa kesehatan dengan prosentase 0,11% , jasa pemerintahan dengan 
prosentase 1,95% , dan lainya dengan prosentase 51,66% ,. Sebagian besar mata 
pencaharian masyarakat adalah Petani dengan prosentase 43,11% sedangkan 
prosentase terkecil mata pencaharian masyarakat adalah industri sebesar 0,07%. 
IV.3 Kondisi Pemerintahan 
Kecamatan adalah wilayah bagian dari Kabupaten atau Kota yang terdiri 
dari desa serta kelurahan yang dikepalai oleh Camat, untuk dapat menjalankan 
fungsi dan tugas camat akan di bantu oleh aparatur kecamatan lainya. Menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 mengatakan kalau kecamatan adalah 
daerah kerja camat yang merupakan bagian dari aparat daerah kabupaten atau 
kota. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui camat mempunyai kedudukan serta 
tanggung jawab pada Bupati ataau Walikota serta dapat juga diketahui bila 
kecamatan memiliki fungsi dan tanggungjawab untuk membantu tugas – tugas 
Bupati atau Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang 
ada dalam ruanglingkup daerah Kecamatan. 
Didalam Kecamatan terdapat strukktur tentang bagiaan–bagiian dari  





serta supaya masyarakat mengetahui semua bagian juga terdapat dalam tata 
Kecamatan, maka masyarakat memiliki informassi mengenai kecamatanya.. 
Struktur Orgganisasi didalam suatu kecamatan dapat dimaksudkan agar 
membagi tugass dan fungsinya yang terdapat didalam unit – unit bagian supaya 
memperkecil adanya permasalah didalam setiap unit. Selain itu Struktur 
Organissasi juga mempunyai fungsi sebagai pengatur hubungan antara unit satu 
dengan lainya dari masing masing bidang. Juga dapat memudahkan perangkat 
atau aparatur untuk melaksanakan tugas dan kewajibanya dengan baik. 
 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No 8 Tahun 2008 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Brebes, 
struktur organisasi Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes terdiri dari : 
1. Camat 
2. Sekretariat, terdiri dari :  
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan  
b. Subbagian Umum dan kepegawaian  
3. Seksi Pemerintah dan Pelayanan Umum  
4. Seksi Kesejahteraan Sosial  
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
6. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum  
7. Kelompok Jabatan Fungsional;  
Struktur organisasi Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dapat dilihat pada 


























(Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No 8 Tahun 2008 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Brebes) 
 
Kecamatan Wanasari dipimpin oleh seorang Camat sebagai perangkat 
daerah yang memiliki wilayah kerja sendiri dan berada dibawah tanggungjawab 
Bupati atau Walikota melalui Sekertaris Daerah. Selain itu Camat memiliki tugas 
menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Bupati atau Walikota untuk 

































pembangunann, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat 
didalam ruang lingkup wilayah kecaamatan. 
Tugas dan fungsi kecamatan mnurut Peraturan Bupati Brebes No 102 tahun 
2016, sebagai berikut : 
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum 
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa  
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban 
umum 
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati  
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum 
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 
dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan 
7. Membina dan mengawasi penyelengggaraan kegiatan desa atau kelurahan 
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di 
Kecamatan 
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan  
10. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan 






 Uraian tugas pada beberapa pejabat stukturall pada lingkungan 
Kewenangan Kecamatan Wanasari sebagaimana diatur Peraturan Bupati Brebes 
Nomor 102 tahun 2016Tentang Tugasi, fungsinya dan ureian tugass jabatan 
strurktural aparat daerah kabupaten brebesadalah sebagai berikut: 
1. Camat 
 Camat memiliki tugas dasar membantu Bupati didalam menjalankan 
wewenangan pemerintah yang diberikan oleh Bupati untuk menangani sebagian 
urusan otonomi daerah serta menyelenggarakn tugas umum pemerintah. 
 Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat memiliki fungsi diantaranya 
sebagai berikut : 
a. Penetapan rencana kerja 
b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan wewenangan pemerintah 
yang diberikan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan pada tingkat 
Kecamatan 
c. Pelaksanaan wewenangan pemerintah yang diberikan oleh Bupati 
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah 
d. Pengordinasian kegiatan pemberdayan masyarakat, penyelenggara 
ketentraman serta ketertiban umum, penerapan juga penegakan 
peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 






e. Pembinan penyelenggara pemerintahan desa dan/atau kelurahan 
f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa 
atau kelurahan 
g. Pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat Kecamatan 
h. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan 
kecamatan 
i. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan. 
2. Sekretaris Kecamatan 
 Sekretaris Kecamatan memiliki tugas dasar membantu Camat didalam 
menjalankan pengordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, 
penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengordinasian 
penyelenggaran tugas kecamatan. 
 Untuk menjalankan hal itu, Sekretaris Kecamatan memiliki fungsi : 
a. Penyiapan bahan serta pengkordinasian penyusunan draf rencana kerja 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan atau 
ketatausahan 
c. Penyiapan bahan serta pengkordinasian perumusan draf kebijakan 
teknis penyelenggaran tugas kecamatan; 
d. Pengordinasian penyelenggaran tugas kecamatan 
e. Penyiapan bahan bimbingan serta pengendalian teknis kecamatan 






g. Pengelolan urusan keuangan, kepegawaian serta umum 
h. Pelaksanan pengendalian, evaluasi serta pelaporan pelaksanan tugas 
Sekretariat Kecamatan. 
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan 
 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas dasar 
membantu Sekretaris Kecamatan didalam melakukan identifikasi, analisis, 
pengolahan serta penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, 
melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta melakukan 
pengelolan keuangan. 
 Untuk menjalankan tugasnya, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 
Keuangan memiliki fungsi : 
a. Penelahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja 
b. Penelahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanan 
dan keuangan kecamatan 
c. Penelahan data untuk penyiapan bahan perencanan kecamatan 
d. Penyiapan data sebagai bahan monitoring serta evaluasi pelaksanaan 
rencana kerja kecamatan 
e. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan dan pelaksanan 
rencana kerja kecamatan 
f. Pengelolan urusan keuangan 
g. Pengendalian, evaluasi serta pelaporan pelaksanan tugas Sub Bagian 
Perencanan dan Keuangan. 





 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas dasar 
membantu Sekretaris Kecamatan didalam menjalankan urusan ketatausahaan, 
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakan, humas dan protokol. 
 Untuk menjalankan tugasna, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
memiliki fungsi yaitu : 
a. Penelahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja 
b. Penelahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 
ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, 
perpustakan, humas serta protokol 
c. Pengelolan urusan ketatausahan 
d. Pengelolan administrasi kepegawaian 
e. Pelaksanan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakan, humas 
serta protokol 
f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas Sub Bagian 
Umum serta Kepegawaian. 
5. Kepala Seksi Pemerintah dan Pelayanan Umum 
 Kepala Seksi Pemerintah dan Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok 
membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 
tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan pemerintahan juga Pelayanan 
Umum desa dan/atau kelurahan. 






a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan 
publik; 
b. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan; 
c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan 
melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan 
publik; 
d. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa 
atau kelurahan; 
e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata 
Pemerintahan. 
6. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 
 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki tugas dasar 
membantu Camat didalam menjalankan penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 
Untuk menjalankan tugasnya, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban memiliki 
fungsi yaitu : 
a. Penelahan data serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja 
b. Penelahan data serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
urusan ketentraman dan ketertiban umum 
c. Pelaksanan urusan ketentraman dan ketertiban umum 





e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugasi Seksi 
Ketentraman serta Ketertiban Umum. 
7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 
 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas dasar 
membantu Camat didalam melakukan pemberdayan masyarakat dan desa, 
pemeliharan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta lingkungan hidup. 
 Untuk menjalankan tugasnya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa memiliki fungsi yaitu : 
a. Penelahan data serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja 
b. Penelahan data serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
pemberdayan masyarakat dan desa, pemeliharan prasarana dan 
fasilitas pelayanan umum, serta lingkungan hidup 
c. Pelaksanan pemberdayan masyarakat dan desa 
d. Pelaksanan pemeliharan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta 
lingkungan hidup 
e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
8. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 
 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki tugas dasar membantu Camat 
didalam menjalankan pembinan kegiatan perekonomian serta kesejahteraan 
rakyat. 
 Untuk menjalankan tugasnya itu, Kepala Seksi Perekonomian dan 





a. Penelahan data serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja 
b. Penelaahn data serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
pembinan kegiatan perekonomian serta kesejahteran rakyatnya 
c. Pelaksanan pembinan kegiatan perekonomian, serta kesejahteran 
rakyatnya 
d. Pengendalian, evaluasi serta pelaporan pelaksanan tugas Seksi 
Perekonomian juga Kesejahteran Rakyatnya. 
9. Kelompok Jabatan Fungsional 
 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional 
dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit 
yang bersangkutan 
IV.4 Kondisi Sosial Ekonomi 
Pada kegiatan setiap hari maka dapat dijumpai berbagai kondisi masyarakat 
yang berbeda beda. Dapat dilihat dari lingkup keluarga ataupun masyarakat. 
Untuk lingkup masyarakat terdapat perbedan kondisi dapat terlihat dari berbagai 
macam kehidupan, seperti adanya orang yang kaya dengan miskin, ada orang 
yang berkuasa dengan tidak berkuasa, dan ada orang yang dihormati dengan tidak 
dihormati. 
Dari hal diatas diketahui Kondisi dari ekonomi dan sosial seseorang sangat 
berkaitan sesuai kedudukan atau kekuasaan serta peran yang dipunyai pada 





seseorang selalu menjadi tolak ukur tingkat status didalam hubungan anatara 
orang atau warga masyarakat. Ukuran atau tolak ukur berdasarkan oleh beberapa 
unsur yang diantaranya meliputi tingkat pendidikan, harta yang dimiliki serta 
kekuasaan dimiliki. 
  Kondisi sosial ekonomi di kecamatan Wanasari masyarakat masih lebih 
banyak bergantung pada bidang pertanian dapat dilihat dari banyaknya jumlah 
penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai petani serta luas lahannya pertanian 
yang dimiliki kecamatan Wanasari, jenis tanaman yang ditanam masyarakat 
kebanyakan adalah tanaman bawang merah. 
 Dengan memperhatikan tingkat pendidikan masyarakat yang kebanyakan 
tidak sekolah dan juga bekerja sebagai petani, maka kondisi perekonomian di 
kecamatan Wanasari dapat dikatakan miskin harta. Hal tersebut juga dikarenakan 
masih banyak masyarakat yang kekurangan dalam mencukupi kebutuhanya.  
IV.5 Kondisi Sosial Budaya 
Warga pada dekat Kecamatan Wanasari merupakan penganut budayaan 
Jawa. Walaupun budaya Jawa yang terdapat di Kecamatan Wanasari dan 
sekitarnya memiliki perbedaan budaya yang terdapat dalam keratin - keraton 
Jawa, contohnya daerah Surakarta serta Jogjakarta. Terjadinya perbedaan tersebut 
karena perpaduan budaya atau asimilasi budaya dan berkembangnya jaman yang 
terjadi. Contohnya pada pemakaian bahasa jawa pada daerah keraton pemakaian 
bahasa jawa keratonan, kromo, dan ngoko. Untuk wilayah kecamatan Wanasari 
sama seperti penganut budaya jawa lainya, didalam komunikasi pun memakai 





yang termasuk didalam kategori dialek Banyumasan. Dari dialog yang unik 
sehingga membuat warga Brebes disebut sebagai orang ngapak, Karena bila 
mengucap kata tertentu seperti bapak  contohnya, sehingga pengucapan huruf K 
nya begitu terdengar. Perbedaan ini mencolok dari orang Jawa Yogyakarta dan 
Jawa Solo yang pengucapan huruf K nya  hampir tak terdengar. 
Budaya keturunan masyarakat kabupaten Brebes pendukung sistem 
bilateral, yaitu suatu sistem yang menarik garis keturunan melalui nenek moyang 
laki laki dan perempuan secara bersamaan. Maka yang dianggap sebagai kerabat 
yaitu kerabat dari pihak laki laki dan pihak wanita. Selain itu istilah yang dipakai 
untuk menyebut dan menyapa kerabatnya sebagai berikut:  
1. bapak merupakan istilah untuk menyebut orang tua laki laki,  
2. sima merupakan istilah untuk menyebut orang tua wanita  
3. kakung merupakan istilah dipakai dalam penyebutan orang tua lelaki bapak 
dan ibu 
4. eyang merupakan istilah dipakai dalam penyebutan orang tua wanita bapak 
dan ibu 
5. om atau paman merupakan istilah dipakai dalam penyebutan adik lelaki 
bapak dan ibu 
6. bibi merupakan istilah dipakai dalam penyebutan adik wanita bapak dan ibu  
7. kakang merupakan istilah dipakai dalam penyebutan sodara tua lelaki 
8. mbakyu merupakan istilah dipakai dalam penyebutan sodara tua wanita 






Masyarakat Kecamatan wanasari mendukung sistem perkawinan yang 
bebas. Jadi perkawinan tidak dibatasi di dalam wilayahnya sendiri tapi boleh 
diperbolehkan untuk kawin dengan pria atau wanita pada wilayah lainya.  Untuk 
tempat tinggal yang didukung masyarakat sehabis kawinan yaitu matrilokak, yang 
dimana pengantin baru bisa tinggal dirumah orang tuanya atau didekat kerabat 
pihak wanita. 
Dilihat secara menyeluruh budaya masyarakat Kecamatan Wanasari 
Kabupaten Brebes tidak jauh beda dari budaya jawa ataupun sunda. Juga dapat 
memperkaya budaya yang ada sebagai bagian dari budaya Indonesia. Jika budaya 
Indonesia dikenal sebagai budaya gotong royong, sehingga pada Kecamatan 
Wanasari Kabupaten Brebes budaya gotong royong merupakan budaya 
keseharian, terdapat budaya pada Kabupaten Brebes yang terkait pada budaya 
gotong royong yaitu sebagai berikut : 
 Sinoman atau senoman adalah skegiatan gotong royong yang sampai saat 
ini berlangsung jadi budaya warga Kabupaten Brebes. Didalam kamus besar 
bahasa Indonesia, sinoman atau senoman artinya membantu sesame warga yang 
mempunyai acara atau resepsi yang berlangsung. Baik dari acara mantenan 
maupun sunat’an. Dalam budaya sinoman pada umumnya dilaksanakan oleh 
masyarakat yang masih mempunyai aspek kerabatan, tetapi juga dapat dilakukan 
oleh tetangga sekitarnya. Sinoman dilaksanakan ketika saat pemilik acara 
memasak atau membuat kue maupun makanan contohnya berkat, adep-adep 





sukarelawan. Akan tetapi pemilik acara biasanya memberikan kue atau makanan 
yang dibuat bersamaa sebagai bentuk terimakasih kepada warga yang sinoman. 
 Budaya sinoman atau senoman masih terus dilakukan oleh masyarakat 
pedesaan dan lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan serta kaum lelaki 
yang jumlahnya sedikit. Lalu pada masyarakat kota sudah mulai jarang dilakukan 
budaya sinoman. Ini terjadi bukan karena masyarakat perkotaan jarang dikenal 
maupun dilarang sinoman tetapi masyarakat kota dalam menyelenggarakan acara 
atau resepsi lebih memilih secara praktis dengan memesan makanan sudah jai dari 
toko maupun ketering, serta acaranya sendiri diadakan dalam gedung  atau aula 
pertemuan yang dapat menampung lebih banyak tamu dalam satu waktu. Hal ini 
karena rumah pemilik acara dikota biasanya kecil dan tidak memiliki halaman 
yang luas untuk mengadakan acara sehingga lebih memilih meyewa gedung atau 
aula pertemuan yang lebih luas agar dapat mengadakan acara.  
Masyarakat kabupaten Brebes memiliki adat istiadat yang tak lepas dari 
budaya serta tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 
Adat istiadat dilakukan dengan jiwa gotong royongitu, kebersamaan, dan 
silaturahmi. Terdapat berbagai kegiatan adat istiadat di dalam masyarakat yang 
sampai sekarang ini masih dilestarikan yakni sedekah bumi, sedekah laut, halal 
bihalal dan adat lainya. 
 Sedekah bumi artinya melakukan sedekah atas hasil bumi atau tani yang 
didapatkan masyarakat, sedekah dilaksanakan sesudah masa panen. Perlu 
dipahami bahwa sedekah bumi artinya bukan sedekah kepada bumi atau tanah 





atau tanah maka hal ini menimbulakan pro kontra didalam masyarakat. Sehingga 
pengertian sedekah bumi sangat perlu ditegaskan agar tidak menimbulkan arti 
yang salah pada adat istiadat sedekah bumi.  
 Selain itu sedekah bumi dilakukan dengan menggelar pentas wayang baik 
wayang kulit maupun wayang golek. Karakter dalam pewayangan ini harus sesuai 
dengan maksud dan tujuan dari sedekah bumi ini, seperti mengungkap syukur 
kepada Tuhan dari hasil yang didapat dari bumi yang berupa hasil tani yang begitu 
melimpah.  
 Dalam melakukan kegiatan sedekah bumi biasanya dilakukan secara 
gotong royong dengan iuran segala warga oleh para petani, serta sedekah laut 
biasa diadakan pada pusat desa yaitu balai desa maupun lapangan desa serta 
didekat pintu air  pusat ngeairan di desa. Sebagian besar di desa Kecamatan 
Wanasari masih ada yang menggelar tradisi ini tapi beberapa desa sudah tidak 
menjalakanya karena biayaan untuk mengadakanya yang mahal apalagi kondisi 
seuangan petani pun tidak banyak maka kegiatan sedekah bumi ini biasa 
dilakukan beberapa tahun sekali melihat kondisi dan situasi ekonomi 
masyarakatnya.  
 Selain sedekah bumi ada juga adat istiadat sedekah laut yang tidak jauh 
berbeda sri sedekah bumi. Sedekah laut mempunya arti melakukan sedekah dari 
hasil laut yang didapatkan oleh nelayan. Arti dari sedekah laut ini juga masih 
disalah artikan menjadi sedekah kepada laut dengan cara member kepala kerbau, 





 Dalam penyelenggaraan sedekah laut yang sebenarnya dilakukan saat para 
nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang bagus. Para nelayan gotong royong 
membagi sebagian hasil tangkapan lautnya untuk disedekahkan. Sama halnya 
dengan sedekah bumi, para nelayan membuat masakan seperti tumpeng untuk 
dimakan bersamasama. Juga dapat dilakukan dengan cara memotong kerbau 
dengan dagingnya untuk dikonsumsi bersama semenara kepala kerbau di 
hanyutkan kelaut. 
 Seiring berkembangnya zaman sedekah laut pun mulai berubah di 
beberapa daerah pusat nelayan. Dulunya adalah sedekah sebagai ungkapan rasa 
terimakasih dan syukur dari hasil tangkapan yang melimpah oleh nelayan tetapi 
sekarang ini menjadi pesta laut. Yang dimana nilai religuus pada kegiatan sedekah 
laut kini hilang. Dan yang terlihat justru seperti pesta pesta dari hasil laut yang 
didapat dari laut. Nelayan melakuan pesta dengan bersenangsenang untuk dirinya 
sendiri. Beberapa hiburan seperti music dangdutan dan lainya menjadi hiburan 
dalam pesta itu. 
 Untuk Kecamatan Wanasari adat sesekah laut masih dilakukan sampai saat 
ini dalam beberapa desa yaitu Desa Kalilingi serta desa di kecamatan lain seperti 
Desa Kluwut, Desa Pangandaran, Desa Bulakamba, Desa Prapag, dan Desa 
Krakahan. 
IV.6 Kondisi Transportasi 
 Transportasi berawal dari kata transportation, pada bahasa Inggris yang 
mempunyai arti angkutaan, dimana memakai sebuah alat untuk mengerjakan 





dan barang dengan memakai sebuah alat bantu kendaraan baik darat, laut, ataupun 
udara dapat dilakukan dengan memakai mesin maupun tidak memakai mesin 
untuk pergi dari satu tempat ketempat lainnya. Selain itu bisa diartikan juga 
baahwa suatu kegiatan dimana memindahkan atau mengangkut barang atau 
manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. 
 Dalam era sekarang ini transportasi digunakan sebagai dasar dalam  
pembangunaan ekonomi dan perkembangaan masyarakat serta pertumbuhan 
industrialisaasi. Setelah ada transportasi menimbulakn adanya pembagian kerja 
dilihat dari keahlianya sesuai pada budaya, adat istiadat, serta budaya sebuah 





















Banyaknya Transportasi Menurut Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten 
Brebes Tahun 2019 









1 Tegalgandu - 20 - 621 641 
2 Jagalampeni 2 7 - 1.523 1.532 
3 Glonggong - 9 - 840 849 
4 Sisalam - 4 - 2.028 2.032 
5 Lengkong - 6 - 843 849 
6 Tanjungsari - 11 - 1.130 1.141 
7 Siwungkuk - 3 1 423 427 
8 Dukuhwringin - 22 - 1.036 1.058 
9 Sigentong - 13 - 1.010 1.023 
10 Sidamulya - 3 1 531 535 
11 Wanasari - 5 - 317 322 
12 Siasem 3 6 - 1.050 1.059 
13 Klampok 8 35 - 1.244 1.287 
14 Pebatan 5 6 4 732 747 
15 Pesantunan 3 15 13 1.107 1.138 
16 Keboledan 2 14 2 823 841 
17 Kupu - 13 - 1.000 1.013 
18 Dumeling 1 2 1 638 642 
19 Kertabesuki 1 3 2 339 345 
20 Sawojajar 9 8 6 637 660 
 Jumlah 34 205 30 17.873 18.142 
(Sumber : BPS Kabupaten Brebes 2019) 
 Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan 
Wanasari Kabupaten Brebesmemiliki jumlah transportasi sebanyak 18.142 
kendaraan, Desa Jagalampeni memiliki jumlah mobil penumpang, mobil barang, 





Wanasari memiliki jumlah mobil penumpang, mobil barang, mobil bus, dan 
























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan judul Efektivitas 
Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2019 Di Desa Kupu Kecamatan Wanasari 
Kabupaten Brebes. Penelitian ini tidak memilih informan berdasarkan jumlah 
kuantitas akan tetapi melalui tingkat pengetahuan mengenai informasi yang 
diperlukan untuk memenuhi data yang diperlukan dalam penelitian dengan cara 
menentukan orang yang benar-benar mengerti masalah yang terdapat pada 
penelitian ini, supaya tingkat validitas dari penelitian ini dapat dipercaya oleh 
pembaca. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan efektifitas 
pelaksanaan dana desa tahun 2019 Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten 
Brebes, dan ingin mengetahui faktor – faktor apa saja yang menghambat dan 
solusinya efektifitas pelaksanaan dana desa tahun 2019 Desa Kupu Kecamatan 
Wanasari Kabupaten Brebes 
 Pokok-pokok penelitian mengenai Efektivitas pelaksanaan dana desa tahun 
2019 Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut : 
 Pelaksanaan dana desa indikatornya antara lain : 
a. penyelenggaraan pemerintahan 
b. pelaksanaan pembangunan 
c. pembinaan kemasyarakatan  





Dari tujuan dalam penelitian ini dapat diketahui dengan cara, peneliti akan 
memberi beberapa pertanyaan pada informan yang berkaitan dengan Efektivitas 
Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2019 Di Desa Kupu Kecamatan Wanasari 
Kabupaten Brebes dan untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang 
menghambat dan solusinya Efektivitas Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2019 Di 
Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes  
Terdapat informan diantaranya sebagai berikut : 
a. Kepala Desa : 
1. Bapak Ramli Kepala Desa  
b. Aparatur Desa : 
1. Bapak Saripin Sekertaris Desa  
2. Bapak Dendi Firmansyah Kaur Keuangan Desa  
3. Bapak Nandang Hidayat Kaur Perencanaan Desa  
4. Ibu Neni guniawati Kasi Pemerintahan 
5. Bapak Andri Jaelani Kasi Kesejahteraan  
c. Badan Permusyawaratan Desa 
1. Bapak Tarjaya Ketua BPD  
2. Bapak Japar sidik Anggota BPD  
3. Bapak Kurnia Anggota BPD 
4. Bapak Heriyanto Anggota BPD 
5. Bapak Dedi Setiadi Anggota BPD 
V.1 Hasil Peneleitian 





a. Penyelenggaraan Pemerintahan. 
 Penyelenggaraan Pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
1) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu menurut 
Bapak/Ibu/Saudara seperti apa efektifitas dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di desa ? 
 Berdasarkan jawaban Bapak Ramli (selaku kepala desa kupu) Wawancara 
dihari Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Ya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dengan melaksanakanya dengan 
tahapan-tahpan sesuai dengan tahapan efektitas dan efisiensi waktu jadi kegiatan 
ini dilakukan dengan tepat waktu  
 
 Sesuai Jawaban Bapak Saripin (selaku Sekertaris Desa Kupu) Wawancara 
dihari Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Pengadaan barang untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah seperti 
Pengadaan sarana SID itu akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan 
pemerintahan agar berjalan efektif 
 
 Selanjutnya jawaban dari Bapak Tarjaya (selaku Ketua BPD Kupu) 
Wawancara dihari Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Ya penyelenggaraan pemerintahan desa ini menitik beratkan kepada kepentingan 
masyarakat sehingga dapat dikatakan efektif 
 
 Berdasarkan jawaban Dendi Firmansyah (selaku Kaur Keuangan Desa) 
Wawancara dihari Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif bentuknya itu kegiatan 






 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa 
program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif di desa Kupu 
ditunjukan dengan penyelenggaraan pemerintah dilakukan sesuai dengan tahapan 
efektifitas dan efisiensi waktu, kemudian pengadaan barang penunjang kegiatan 
penyelenggaraan pemerintah seperti pengadaan saran sistem informasi desa akan 
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga efektif, 
selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan menitik beratkan pada kepentingan 
masyarakat, serta berfokus pada tujuan dan kepentingan masyarakat. 
2) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu menurut 
Bapak/Ibu/Saudara apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah 
sesuai dengan prioritas yang ditetapkan ? 
 Berdasarkan jawaban Bapak Nandang Hidayat (Kaur Perencanaan Desa) 
Wawancara dihari Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Sudah sesuai dengan prioritas yang direncanakan dalam APBDes  
 
 Sesuai jawaban Ibu Neni guniawati (Kasi Pemerintahan) wawancara dihari 
Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Penyelenggaraan pemerintahan desa itu dilakukan sesuai dengan apa yang ada 
dalam APBDes yang sudah diprioritaskan seperti pengadaan mobil siaga dan 
pengembangan sistem informasi desa  
 
 Selanjutnya jawaban dari Bapak Japar sidik (Anggota BPD) wawancara 
dihari Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Sesuai yang di prioritaskan unuk masyarakat desa 
 
 Berdasarkan jawaban Bapak Kurnia (Anggota BPD) wawancara dihari 





Iya sudah sesuai karena penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan untuk 
memudahkan masyarakat maupun pemerintah desa 
 
 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kupu dilaksanakan sesuai dengan 
prioritas yang telah ditetapkan dalam APBDes untuk kepentingan masyarakat desa 
seperti pengadaan mobil siaga desa dan pengembangan sistem informasi desa 
yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat maupun pemerintah desa. 
3) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu menurut 
Bapak/Ibu/Saudara apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di desa 
sudah sesuai aturan yang berlaku ? 
 Berdasarkan jawaban Bapak Ramli Bapak Ramli (Kepala Desa) 
wawancara dihari Jumat 30 Juli 2021 mengatakan:  
Untuk penyelenggaraan pemerintah desa tentunya sudah menggunakan standar 
operasional yang berlaku 
 
 Sesuai jawaban Bapak Andri Jaelani (Kasi Kesejahteraan) wawancara 
dihari Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dari pusat maupun daerah 
 
 Selanjutnya jawaban dari Bapak Saripin (Sekertaris Desa) wawancara 
dihari Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Penyelenggaraan pemerintah desa memang harus sesuai dengan aturan yang 
berlaku dan sesuai dengan APBDes yang sudah ditetapkan karena pelaksanaanya 
juga di damping oleh inspektorat 
 
 Berdasarkan jawaban Bapak Heriyanto (Anggota BPD) wawancara dihari 





Ya sudah sesuai dengan peraturan yang ada karena pelaksanaanya sendiri itu di 
awasi oleh pengawas dari kecamatan 
 
 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten 
Brebes sudah dilakukan dengan standar operasional pelaksanaan dari peraturan 
yang berlaku baik dari pusat maupun daerah serta kegiatan juga di awasi oleh 
pengawas dan pendamping desa dari kecamatan dan inspektorat. 
4) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu menurut 
Bapak/Ibu/Saudara apakah penyelenggaraan pemerintahan desa memberikan 
manfaat yang dapat dirasakan masyarakat ? 
 Berdasarkan jawaban Bapak Saripin (Sekertaris Desa) wawancara dihari 
Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Tentunya masyarakat akan merasakan manfaat dari penyelenggaraan 
pemerintahan seperti adanya pengadaan sistem informasi desa itu masyarakat 
menjadi tau bagaimana realisasi dana desa apa saja penggunaanya dan 
sebagainya 
 
 Sesuai Jawaban Bapak Andri Jaelani (Kasi Kesejahteraan) wawancara 
dihari Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Manfaat yang didapat oleh masyarakat masyarakat dapat ikut berpartisipasi 
dalam kegiatan-kegiatan penggunaan dana desa lewat sistem informasi desa   
 
 Selanjutnya jawaban dari Bapak Tarjaya(selaku  Ketua BPD Kupu) 
wawancara dihari Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Tentu sangat di rasakan oleh masyarakat dari pengadaan mobil siaga sendiri itu 
membantu mengantar masyarakat yang sakit ingin berobat kerumah sakit atau 






 Berdasarkan jawaban Bapak Japar sidik (Anggota BPD)  wawancara dihari 
Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Dengan adanya sistem informasi desa seluruh masyarakat dapat mengaksesnya 
memiliki manfaat yang besar yakni  mengawasi jalanya pemerintahan  
 
 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa 
program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sangat dirasakan manfaatnya 
oleh masyarakat desa mulai dari adanya pengadaan sistem informasi desa yang 
membuat masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan penggunaan 
dana desa lalu dapat mengawasi realisasi pembangunan, penggunaan dana desa, 
dan jalanya pemerintahan. Kemudian adanya pengadaan mobil siaga desa dapat 
membantu mengantar warga yang ingin berobat ke rumah sakit dan ibu hamil 
yang akan melahirkan.  
5) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu menurut 
Bapak/Ibu/Saudara bagaimana bentuk partisipatif masyarakat dalam program 
penyelenggaraan pemerintah desa ? 
 Berdasarkan jawaban Bapak Dendi Firmansyah (Kaur Keuangan Desa)  
wawancara dihari Jumat  30 Juli 2021 mengatakan: 
Salah satu bentuk partipasif masyarakat desa yaitu dengan mengikuti sensus yang 
di adakan oleh pemerintah desa sebagai bentuk kegiatan pendataan desa 
 
 Sesuai Jawaban Bapak Nandang Hidayat (Kaur Perencanaan Desa)  
wawancara dihari Jumat  30 Juli 2021 mengatakan: 
Ya dengan cara mengakses sistem informasi desa masyarakat sebagai pengawas 






 Selanjutnya jawaban dari Bapak Heriyanto (Anggota BPD Kupu) 
wawancara dihari Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Ya sebagai anggota BPD juga mengawasi dan mengontrol pemerintah desa 
dalam pemalksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa  
 
 Berdasarkan jawaban Bapak Kurnia (Anggota BPD) wawancara dihari 
Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
BPD sebagai perwakilan masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa dengan cara mengawasi kinerja pemerintah desa  
 
 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa 
program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di desa Kupu kecamatan 
Wanasari kabupaten Brebes seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam 
kegiatan ini seperti melakukan sesus penduduk dalam rangka kegiatan pendataan 
desa oleh pemerintah desa kemudian dapat mengawasi pemerintah desa dalam 
menjalankan urusan pemerintahan menggunakan sistem informasi desa, selain itu 
BPD sebagi lembaga perwakilan masyarakat juga ikut mengontrol dan mengawasi 
jalanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.  
 Dari kelima hasil data yang dijelaskan di atas tentang unit analisis 
penyelenggaraan pemerintahan, peneliti simpulkan bahwa program kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif di desa Kupu ditunjukan dengan 
penyelenggaraan pemerintah dilakukan sesuai dengan tahapan efektifitas dan 
efisiensi waktu, kemudian pengadaan barang penunjang kegiatan penyelenggaraan 
pemerintah seperti pengadaan saran sistem informasi desa akan meningkatkan 
kualitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga efektif, selanjutnya 





serta berfokus pada tujuan dan kepentingan masyarakat. Dalam hal 
penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kupu dilaksanakan sesuai dengan 
prioritas yang telah ditetapkan dalam APBDes untuk kepentingan masyarakat desa 
seperti pengadaan mobil siaga desa dan pengembangan sistem informasi desa 
yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat maupun pemerintah desa. Pada 
penyelenggaraan pemerintahan  dilakukan dengan standar operasional 
pelaksanaan dari peraturan yang berlaku baik dari pusat maupun daerah serta 
kegiatan juga di awasi oleh pengawas dan pendamping desa dari kecamatan dan 
inspektorat. Pada manfaat sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa 
mulai dari adanya pengadaan sistem informasi desa yang membuat masyarakat 
bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan penggunaan dana desa lalu dapat 
mengawasi realisasi pembangunan, penggunaan dana desa, dan jalanya 
pemerintahan. Kemudian adanya pengadaan mobil siaga desa dapat membantu 
mengantar warga yang ingin berobat ke rumah sakit dan ibu hamil yang akan 
melahirkan. Pada partisipasi masyarakat seluruh masyarakat dapat berpartisipasi 
dalam kegiatan ini seperti melakukan sesus penduduk dalam rangka kegiatan 
pendataan desa oleh pemerintah desa kemudian dapat mengawasi pemerintah desa 
dalam menjalankan urusan pemerintahan menggunakan sistem informasi desa, 
selain itu BPD sebagi lembaga perwakilan masyarakat juga ikut mengontrol dan 
mengawasi jalanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.    
b. Pelaksanaan Pembangunan 
 Pelaksanaan Pembangunan Desa merupakan rangkaian dari proses 





APBDes. Kegiatan ini merupakan implementasi dari semua kegiatan yang telah 
disusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dan telah ter-
anggarkan dalam APBDesa. 
1) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu menurut 
Bapak/Ibu/Saudara seperti apa efektifitas dalam pembangunan di desa ? 
 Berdasarkan jawaban Ibu Neni guniawati (Kasi Pemerintahan)  wawancara 
dihari Jumat  30 Juli 2021 mengatakan: 
Bentuk efektifitas pembangunan di desa salah satunya kualitas dari hasil 
pembanguanan yang sesuai dengan harapan masyarakat desa   
 
 Sesuai Jawaban Bapak Ramli (Kepala Desa Kupu) wawancara dihari 
Jumat  30 Juli 2021 mengatakan: 
Pembangunan desa itu dilakukan secara swakelola oleh TPK tanpa ada campur 
tangan pihak ke 3 
 
 Selanjutnya jawaban dari Bapak Dedi Setiadi (Anggota BPD) wawancara 
dihari Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Jumlah kegiatan pembangunan di desa itu cukup banyak tetapi masih ada 
beberapa yang belum terlaksana karena SDM yang masih rendah  
 
 Berdasarkan jawaban Bapak Tarjaya (Ketua BPD) wawancara dihari 
Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Untuk waktu dalam kegiatan pembangunan desa belum dikatakan efektif karena 
banyak waktu kegiatan yang mundur 
 
 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 
bentuk efektifitas didalam pembanguan desa yang pertama kualitas dari 





dilakukan secara swakelola oleh masyarakat desa tanpa ada campur tangan pihak 
ke 3 jumlah lalu kegiatan cukup banyak tetapi ada beberapa kegiatan yang tidak 
terlaksana karena tingkat SDM pemdes yang masih rendah kemudian waktu 
kegiatan yang belum dapat dikatan efektif karena ada jadwal pembangunan desa 
yang mundur.  
2) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu Menurut 
Bapak/Ibu/Saudara apakah kegiatan pembangunan berjalan secara 
berkelanjutan ? 
 Berdasarkan jawaban Bapak Andri Jaelani (Kasi Kesejahteraan)  
wawancara dihari Jumat  30 Juli 2021 mengatakan: 
Iya pembangunan desa tentunya melihat aspek berkelanjutan dengan melakukan 
pembangunan desa di iringi dengan pelestarian lingkungan 
 
 Sesuai Jawaban Bapak Bapak Saripin (selaku Sekertaris Desa Kupu)  
wawancara dihari Jumat  30 Juli 2021 mengatakan: 
Iya kegiatan pembangunan desa tidak hanya sebatas membangun tetapi juga 
perawatan serta pelestarian hasil bangunan tersebut  
 
 Selanjutnya jawaban dari Bapak Japar sidik (Anggota BPD) wawancara 
dihari Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Iya adanya perawatan jalan dan jembatan sehingga jalan dan jembatan tidak 
cepat rusak 
 
 Berdasarkan jawaban Bapak Kurnia (Anggota BPD)  wawancara dihari 
Jumat  30 Juli 2021 mengatakan: 
Pembangunan desa selain fisik juga dilakukan pelestarian lingkungan seperti 
kegiatan penanaman bibit pohon dipinggir jalan, kerja bakti, serta perawatan 





 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa 
kegiatan pembangunan desa dilakukan menggunakan aspek keberlanjutan dengan 
cara tidak hanya melakukan pembangunan desa tetapi juga pelestarian lingkungan 
seperti penanaman bibit pohon dipinggir jalan, kerja bakti, serta perawatan hutan 
bakau guna generasi masa depan, selain itu keberlanjutan juga dilakukan dengan 
cara pelestarian dan perawatan hasil pembangunan seperti jalan dan jembatan agar 
tidak cepat rusak.  
3) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu menurut 
Bapak/Ibu/Saudara bagaimana pembangunan infrastruktur desa sudah sesuai 
dengan APBDes ? 
 Berdasarkan jawaban Bapak Ramli (selaku Kepala Desa Kupu) 
wawancara dihari Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Pembangunan infrastrukut masih belum sesuai dengan APBDes karena ada 
beberapa kegiatan pembangunan yang belum terealisasi    
 
 Sesuai Jawaban Bapak Nandang Hidayat (Kaur Perencanaan Desa)  
wawancara dihari Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Sebagian besar sudah sesuai dengan APBDes tetapi ada kegiatan yang belum 
dilakukan atau belum tercapai 
 
 Selanjutnya jawaban dari Bapak Heriyanto (Anggota BPD ) wawancara 
dihari Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Belum sesuai ya karena terdapat kegiatan yang tidak tercapai dalam APBDes 
yang jika terlaksana bisa membantu warganya 
 
 Berdasarkan jawaban Bapak Dedi Setiadi (Anggota BPD) wawancara 





Sebagian besar sudah sesuai untuk kegiatan yang terlaksana tetapi ada juga 
kegiatan yang belum tercapai artinya masih belum sesuai  
 
 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa 
pembangunan infrastruktur di desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes 
belum sepenuhnya sesuai dengan APBDes karena ada beberapa kegiatan yang 
belum terealisasi atau terlaksana yang jika tercapai akan dapat membantu 
warganya meski sebagian besar sudah terlaksana.   
4) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu menurut 
Bapak/Ibu/Saudara bagaimana dampak pembangunan terhadap masyarakat 
desa  ? 
 Menurut Ibu Neni guniawati (Kasi Pemerintahan)  pada tanggal  30 Juli 
2021 mengatakan: 
Dengan adanya desa berdampaik baik terhadap masyarakat banyak manfaat 
yang bisa dirasakan seperti perbaikan jalan, pembangunan jalan beton, 
pembangunan gedung serba guna dan lainya  
 
 Adapun Bapak Andri Jaelani (Kasi Kesejahteraan)  pada tanggal  30 Juli 
2021 mengatakan: 
Ya berdampak baik bagi masyarakat seperti tidak terkena banjir karena 
pembangunan sistem drainase contohnya  
 
 Selanjutnya jawaban dari Bapak Tarjaya (selaku Ketua BPD Kupu) 
wawancara dihari Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Berdampak positif pada pembangunn ini kan juga berasal dari usulan masyarakat 
tentunya kepentingan masyarakat desa 
 






Ya berdampak baik masyarakat sangat terbantu dari adanya kegiatan 
pembangunan baik infrastruktur maupun penyuluhan-penyuluhan 
 
 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa 
program kegiatan pembangunan berdampak baik terhadap masyarakat banyak 
manfaat yang didapat yaitu perbaikan jalan, pembangunan jalan beton, dan 
pembangunan gedung serba guna yang semuanya dapat digunakan oleh 
masyarakat, selain itu pembangunan sistem drainase juga berdampak baik 
masyarakat jadi tidak mengalami banjir saat hujan dan semua kegiatan itu berasal 
dari usulan masyarakat itu sendiri baik pembangunan fisik maupun penyuluhan-
penyuluhan. 
5) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu menurut 
Bapak/Ibu/Saudara apakah program pembangunan desa sudah tepat sasaran 
dan merata ? 
 Menurut Bapak Saripin (Sekertaris Desa) pada tanggal  30 Juli 2021 
mengatakan: 
Sebagian besar sudah tepat sasaran dan merata tapi ada satu program yang 
belum tepat sasaran 
 
 Adapun jawaban Dendi Firmansyah (Kaur Keuangan Desa) pada tanggal  
30 Juli 2021 mengatakan: 
Ada satu program yang belum tepat sasaran yakni bantuan anak putus sekolah, 
yang meski anak sudah diberi bantuan untuk lanjut sekolah tetapi dia itu tidak 
berminat buat lanjut lagi malah ikut kerja dengan orang tuanya 
 
 Selanjutnya jawaban dari Bapak Kurnia (Anggota BPD) pada tanggal 30 





Pembangunan desa baik sarana prasarananya atau sosialisassi itu sudah 
dilakukan secara merata ya, caranya itu bergantian untuk setiap dusun atau 
RT/RW 
 
 Menurut Bapak Heriyanto (Anggota BPD) wawancara dihari Jumat 30 Juli 
2021 mengatakan : 
Iya pembangunan desa sudah merata dan tepat sasaran untuk warga yang lebih 
membutuhkan 
 
 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa 
kegiatan pembangunan desa sudah dilakukan secara merata dan tepat sasaran 
untuk sebagian besar programnya, akan tetapi ada satu program yang kurang tepat 
sasaran yaitu bantuan anak putus sekolah, anak yang diberikan bantuan tidak 
memiliki minat untuk melanjutkan sekolahnya dan lebih memilih bekerja 
membantu orang tuanya.  
 Dari kelima hasil data yang dijelaskan di atas tentang unit analisis 
pelaksanaan pembangunan, peneliti simpulkan bahwa terdapat bentuk efektifitas 
didalam pembanguan desa yang pertama kualitas dari pembangunan sesuai 
dengan harapan masyarakat selanjutnya pembangunan dilakukan secara swakelola 
oleh masyarakat desa tanpa ada campur tangan pihak ke 3 jumlah lalu kegiatan 
cukup banyak tetapi ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena tingkat 
SDM pemdes yang masih rendah kemudian waktu kegiatan yang belum dapat 
dikatan efektif karena ada jadwal pembangunan desa yang mundur. Lalu pada 
kegiatan pembangunan desa dilakukan menggunakan aspek keberlanjutan dengan 
cara tidak hanya melakukan pembangunan desa tetapi juga pelestarian lingkungan 





bakau guna generasi masa depan, selain itu keberlanjutan juga dilakukan dengan 
cara pelestarian dan perawatan hasil pembangunan seperti jalan dan jembatan agar 
tidak cepat rusak. Pada hal pembangunan infrastruktur di desa Kupu Kecamatan 
Wanasari Kabupaten Brebes belum sepenuhnya sesuai dengan APBDes karena 
ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi atau terlaksana yang jika tercapai 
akan dapat membantu warganya meski sebagian besar sudah terlaksana. 
Selanjutnya program kegiatan pembangunan berdampak baik terhadap masyarakat 
banyak manfaat yang didapat yaitu perbaikan jalan, pembangunan jalan beton, 
dan pembangunan gedung serba guna yang semuanya dapat digunakan oleh 
masyarakat, selain itu pembangunan sistem drainase juga berdampak baik 
masyarakat jadi tidak mengalami banjir saat hujan dan semua kegiatan itu berasal 
dari usulan masyarakat itu sendiri baik pembangunan fisik maupun penyuluhan-
penyuluhan. Kemudian kegiatan pembangunan desa sudah dilakukan secara 
merata dan tepat sasaran untuk sebagian besar programnya, akan tetapi ada satu 
program yang kurang tepat sasaran yaitu bantuan anak putus sekolah, anak yang 
diberikan bantuan tidak memiliki minat untuk melanjutkan sekolahnya dan lebih 
memilih bekerja membantu orang tuanya. 
c. Pembinaan Kemasyarakatan 
 Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah 
dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar 
lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakat dapat 
dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan 





1) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu menurut 
Bapak/Ibu/Saudara seperti apa efektifitas dalam pembinaan kemasyarakatan 
di desa ? 
 Berdasarkan jawaban Bapak Ramli (Kepala Desa) wawancara dihari Jumat 
30 Juli 2021 mengatakan: 
Adanya pembinaan kepada ibu pkk desa sebagai peningkatan SDM masyarakat 
desa 
 
 Adapun jawaban Bapak  Dendi Firmansyah (Kaur Keuangan Desa) pada 
tanggal  30 Juli 2021 mengatakan: 
Meningkatnya kualitas salah satu lembaga desa LPMD dengan cara Pembinaan 
LPMD setiap tahun dengan 
 
 Selanjutnya jawaban dari Bapak Tarjaya (selaku Ketua BPD Kupu) pada 
tanggal 30 Juli 2021 mengatakan: 
Adanya peningkatan sarana prasarana pendukung kegiatan pembinaan 
kemasyarakatan dengan dibangunya gedung serba guna 
 
 Menurut Bapak Dedi Setiadi (Anggota BPD) pada tanggal  30 Juli 2021 
mengatakan: 
Pembinaan kemasyarakatan desa dilakukan sesuai dengan APBDes sesuai 
dengan aturan yang berlaku 
 
 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa bentuk 
efektifitas dalam pembinaan kemasyarakatan di desa Kupu kecamatan Wanasari 
Kabupaten Brebes yakni yang pertama meningkatnya SDM lembaga masyarakat 
desa terutama lembaga perempuan desa yaitu PKK, lalu meningkatnya kualitas 





gedung serba guna untuk menunjang kegiatan pembinaan kemasyarakatan desa 
terakhir kegiatan itu semua dilakukan sesuai APBDes dan seuai dengan peraturan 
yang berlaku. 
2) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu menurut 
Bapak/Ibu/Saudara apakah program kegiatan pembinaan kemasyarakata 
berdampak pada lembaga desa  ? 
 Menurut Bapak Nandang Hidayat (Kaur Perencanaan Desa) pada tanggal  
30 Juli 2021 mengatakan: 
Tentunya akan berdampak ya , pelatihan lembaga desa seperti LPMD itukan 
meningkatkan kualitas dari lembaga itu  
 
 Adapun jawaban Ibu Neni guniawati (Kasi Pemerintahan) pada tanggal  30 
Juli 2021 mengatakan: 
Ya pasti berdampak baik akan meningkatkan kualitas SDM lembaga desa terkecil 
seperti RT/RW 
 
 Selanjutnya jawaban dari Bapak Heriyanto (Anggota BPD) pada tanggal 
30 Juli 2021 mengatakan: 
Iya berdampak positif untuk BPD sendiri banyak mendapat pembinaan dan 
pelatihan 
 
 Menurut Bapak Dedi Setiadi (Anggota BPD) pada tanggal  30 Juli 2021 
mengatakan: 
Iya berdampak baik lembaga desa jadi dapat membantu masyarakat untuk 
memenuhi kepentingan masyarakat desa 
 
 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa 





desa ini ditunjukan dengan meningkatnya kualitas LPMD lalu kualitas SDM 
lembaga masyarakat terkecil seperti RT/RW. Pembinaan kemasyarakatan juga 
berdampak positif kepada BPD dengan kegiatan pelatihan dan pembinaan BPD 
sehingga mampu membantu kepentingan masyarakat desa. 
3) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu menurut  
Bapak/Ibu/Saudara apakah program kegiatan pembinaan kemasyarakatan  
yang dilakukan secara merata ? 
 Menurut Bapak Ramli (Kepala Desa Kupu) wawancara dihari Jumat 30 
Juli 2021 mengatakan: 
Ya tentunya dilakukan merata setiap lembaga yang ada di desa baik terkecil 
sampai terbesar  
 
 Adapun jawaban Bapak Saripin (Sekertaris Desa) pada tanggal  30 Juli 
2021 mengatakan: 
Pasti dilakukan secara merata ya dengan cara bergantian setiap lembaga desa 
 
 Selanjutnya jawaban dari Bapak Japar sidik (Anggota BPD) pada tanggal 
30 Juli 2021 mengatakan: 
Ya sudah dilaksanakan secara merata semua lembaga desa akan mendapat 
pembinaan kemasyarakatan 
 
Menurut Bapak Rosidin Kurnia (Anggota BPD) pada tanggal  30 Juli 2021 
mengatakan: 
Sudah dilaksanakan secara merata dan berjalan dengan baik 
 
 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa 





dan berjalan dengan baik untuk semua lembaga desa dari yang terkecil sampai 
terbesar dengan cara bergantian setiap lembaga desa. 
4) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu menurut   
Bapak/Ibu/Saudara apakah setelah program kegiatan pembinaan 
kemasyarakatan meningkatkan kualitas masyarakat ? 
 Menurut Ibu Neni guniawati (Kasi Pemerintahan) pada tanggal  30 Juli 
2021 mengatakan: 
Kegiatan pembinaan kemasyarakatan ini pasti meningkatkan kualitas masyarakat 
itu sendiri dari pembinaan dan pelatihan masyarakat seperti PKK RT/RW dan 
BPD  
 
 Adapun jawaban Bapak Nandang Hidayat (Kaur Perencanaan Desa) pada 
tanggal  30 Juli 2021 mengatakan: 
Pembinaan kemasyarakat akan meningkatkan kualitas masyarakat terutama pada 
menambahkan wawasan dan pengetahuan yang penting untuk masyarakat 
 
 Selanjutnya jawaban dari Bapak Tarjaya (Ketua BPD) pada tanggal 30 Juli 
2021 mengatakan: 
Iya meningkat terutama kualitas SDM dari lembaga masyarakat yang ada di desa 
 
 Menurut Bapak Japar sidik (Anggota BPD) pada tanggal  30 Juli 2021 
mengatakan: 
Benar program ini bisa untuk meningkatkan kualitas masyarakat baik dalam 
keterampilan wawasan maupun lainya 
 
 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa 
program kegiatan pembinaan kemasyarakatan di Desa Kupu Kecamatan Wanasari 





wawasan, maupun pengetahuan kegiatan program pembinaan dan pelatihan 
lembaga desa seperti BPD PKK RT/RW maupun masyarakat dengan kegiatan 
pelatihan dan pembinaan. 
5) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu menurut   
Bapak/Ibu/Saudara apakah program pembinaan kemasyarakata berjalan sesuai 
dengan tujuan ? 
 Menurut Bapak Andri Jaelani (Kasi Kesejahteraan) pada tanggal  30 Juli 
2021 mengatakan: 
Sudah sesuai dengan tujuan yakni meningkatkan kualitas dari lembaga 
kemasyarakatan desa 
 
 Adapun jawaban Dendi Firmansyah (Kaur Keuangan Desa) pada tanggal  
30 Juli 2021 mengatakan: 
Ya sesuai salah satunya adalah meningkatkan peran dari lembaga desa terhadap 
masyarakat 
 
 Selanjutnya jawaban dari Bapak Kurnia (Anggota BPD) pada tanggal 30 
Juli 2021 mengatakan: 
Ya sesuai dengan tujuan meningkatkan kinerja BPD yang dapat membantu 
pemerintah desa dalam memajukan desa 
 
Menurut Bapak Heriyanto (Anggota BPD) pada tanggal  30 Juli 2021 
mengatakan: 
Sudah sesuai tujuan agar lembaga desa diharapkan dapat meringankan tugas 
pemerintah desa serta membantu kepentingan masyarakat desa 
 
 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa tujuan 





Brebes sudah tercapai dari hasil kegiatan pembinaan itu meningkatkan kualitas 
serta peran lembaga kemasyarakatan yang salah satu diantaranya BPD sehingga 
dapat membantu pemerintah desa dalam memajukan desa dan kepentingan 
masyarakat desa.  
 Dari kelima hasil data yang dijelaskan di atas tentang unit analisis 
pembinaan kemasyarakatan, peneliti simpulkan bahwa bentuk efektifitas dalam 
pembinaan kemasyarakatan di desa Kupu kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes 
yakni yang pertama meningkatnya SDM lembaga masyarakat desa terutama 
lembaga perempuan desa yaitu PKK, lalu meningkatnya kualitas LPMD dengan 
cara pelatihan LPMD setiap tahun kemudian adanya pembangunan gedung serba 
guna untuk menunjang kegiatan pembinaan kemasyarakatan desa terakhir 
kegiatan itu semua dilakukan sesuai APBDes dan seuai dengan aturan yang 
berlaku. Pada program kegiatan pembinaan kemasyarakatan berdampak baik 
kepada lembaga desa ini ditunjukan dengan meningkatnya kualitas LPMD lalu 
kualitas SDM lembaga masyarakat terkecil seperti RT/RW. Pembinaan 
kemasyarakatan juga berdampak positif kepada BPD dengan kegiatan pelatihan 
dan pembinaan BPD sehingga mampu membantu kepentingan masyarakat desa. 
Lalu pada program kegiatan pembinaan kemasyarakatan desa sudah dilakukan 
secara rata dan berjalan dengan baik untuk semua lembaga desa dari yang terkecil 
sampai terbesar dengan cara bergantian setiap lembaga desa. Kemudian program 
kegiatan pembinaan kemasyarakatan di Desa Kupu Kecamatan Wanasari 
kabupaten brebes dapat meningkatkan kualitas masyarakat dari segi keterampilan, 





lembaga desa seperti BPD PKK RT/RW maupun masyarakat dengan kegiatan 
pelatihan dan pembinaan. Pada hal tujuan dari pembiaan kemasyarakatan di Desa 
kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes sudah tercapai dari hasil kegiatan 
pembinaan itu meningkatkan kualitas serta peran lembaga kemasyarakatan yang 
salah satu diantaranya BPD sehingga dapat membantu pemerintah desa dalam 
memajukan desa dan kepentingan masyarakat desa.  
d. Pemberdayaan Masyarakat 
 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, 
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan 
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan 
yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.  
1) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu menurut 
Bapak/Ibu/Saudara seperti apa efektifitas dalam pemberdayaan masyarakat ? 
 Berdasarkan jawaban Bapak Saripin (Sekertaris Desa) pada tanggal  30 
Juli 2021 mengatakan: 
Kegiatan pemberdayaan dilakukan secara baik dan sesuai dengan tahapan dari 
persiapan evaluasi 
 
 Adapun jawaban Bapak Andri Jaelani (Kasi Kesejahteraan) pada tanggal  
30 Juli 2021 mengatakan: 
Pemberdayaan itu meningkatkan keterampilan masyarakat desa  
 
 Selanjutnya jawaban Bapak Heriyanto (Anggota BPD) pada tanggal 30 





Pemberdayaan bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat  
 
 Menurut Bapak Japar sidik (Anggota BPD) pada tanggal  30 Juli 2021 
mengatakan: 
Masih belum cefektif pemberdayaan masih belum dilakukan berdasarkan potensi 
yang ada di desa 
 
 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa 
kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan dengan baik dan sesuai 
dengan tahapan pemberdayaan mulai dari persiapan sampai evaluasi, 
pemberdayaan masyarakat sendiri meningkatkan keterampilan warga sehingga 
membantu meningkatkan ekonomi warga tetapi pemberdayaan masyarakat sendiri 
belum dilakukan berdasarkan potensi desa yang ada.  
2) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu menurut 
Bapak/Ibu/Saudara bagaimana respon masyarakat terhadap program 
pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah desa ? 
 Menurut Bapak Ramli (Kepala Desa) wawancara dihari Jumat 30 Juli 
2021 mengatakan: 
Iya respon masyarakat cukup baik dan mengikuti program pemberdayaan yang 
diberikan 
 
 Adapun jawaban Ibu Neni guniawati (Kasi Pemerintahan) wawancara 
dihari Jumat 30 Juli 2021 mengatakan: 
Respon masyarakat cukup baik apalagi masyarakat itukan tidak ada yang 
mengusulkan kegiatan pemberdayaan saat musdes 
 
 Selanjutnya jawaban dari Tarjaya (Ketua BPD) wawancara dihari Jumat 





Respon masyarakat sangat tertarik dan mengikuti semua program pemberdayaan 
yang diberikan pemerintah desa 
 
 Menurut Bapak Japar sidik (Anggota BPD) wawancara dihari Jumat  30 
Juli 2021 mengatakan: 
Respon masyarakat baik dengann mengikuti program pemberdayaan yang ada 
 
 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa respon 
semua warga Desa Kupu baik terhadap program kegiatan pemberdayaan yang 
diberikan pemerintah desa dengan mengikuti setiap kegiatan pemberdayaan yang 
ada, apalagi masyarakat sendiri tidak ada yang mengusulkan kegiatan 
pemberdayaan saat musdes sehingga masyarakat cukup tertarik untuk mengikuti 
program pemberdayaan. 
3) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu menurut 
Bapak/Ibu/Saudara sendiri apakah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan 
sesuai dengan potensi desa yang ada ? 
 Menurut Bapak Nandang Hidayat (Kaur Perencanaan Desa) pada tanggal  
30 Juli 2021 mengatakan: 
Iya untuk pemerintah desa sendiri itu ya kami masih belum bisa mengadakan 
pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi desa jadi pemerintah desa 
hanya melakukan pemberdayaan dalam upaya meningkatkan keterampilan warga 
 
 Adapun jawaban Ibu Neni guniawati (Kasi Pemerintahan) pada tanggal  30 
Juli 2021 mengatakan: 
Masih belum bisa memfokuskan mengembangkan potensi desa yang ada sehingga 






 Selanjutnya jawaban Bapak Kurnia (Anggota BPD) pada tanggal 30 Juli 
2021 mengatakan: 
Iya pemerintah desa belum mampu untuk mengembangkan potensi desa yang ada 
seperti bawang merah yang merupakan hasil panen terbesar di sini 
 
 Menurut Bapak Heriyanto (Anggota BPD) pada tanggal  30 Juli 2021 
mengatakan: 
Pemerintah desa belum bisa melakukan pemberdayaan agar potensi desa seperti 
bawang merah itu dapat diolah menjadi suatu yang lebih bernilai tidak sekedar 
dijual 
 
 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa 
pemerintah desa masih belum mampu untuk melakukan pemberdayaan 
berdasarkan potensi desa yang ada yaitu bawang merah yang merupakan hasil 
panen terbesar di desa Kupu menjadi sesuatu yang lebih bernilai tidak hanya 
sekedar dijual, sehingga pemerintah desa hanya berfokus untuk meningkatkan 
keterampilan pada program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan menjahit.  
4) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu menurut 
Bapak/Ibu/Saudara apakah setelah kegiatan pemberdayaan dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat ? 
 Bapak Andri Jaelani (Kasi Kesejahteraan) pada tanggal  30 Juli 2021 
mengatakan: 
Untuk sekarang ini pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan ekonomi 
masyarakat serta kesejahteraan masyarakat meski masih belum dirasakan 
masyarakat 
 






Pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pelatihan menjahit bahkan bantuan 
mesin jahit yang diberikan masih belum dapat menaikan kesejahteraan 
masyarakat desa 
 
 Selanjutnya jawaban dari Bapak Tarjaya (Ketua BPD) pada tanggal 30 Juli 
2021 mengatakan: 
Belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa nyatanya setelah 
program diikuti oleh masyarakat tapi masyarakat belum dapat menerapkan 
hasilnya bahkan mesin jahit yang di berikan di jual kembali 
 
 Bapak Dedi Setiadi (Anggota BPD) pada tanggal  30 Juli 2021 
mengatakan: 
Meski pemberdayaan masyarakat sangan diminati oleh warga tetapi 
kesejahteraan warga belum meningkat dengan hanya kegiatan pelatihan menjahit  
 
 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa meski 
pemberdayaan masyarakat sangan diminati oleh warga tetapi kesejahteraan warga 
belum meningkat dengan hanya kegiatan pelatihan menjahit. Pemberdayaan 
masyarakat dengan kegiatan pelatihan menjahit bahkan bantuan mesin jahit yang 
diberikan masih belum dapat menaikan kesejahteraan masyarakat, nyatanya 
setelah program diikuti oleh masyarakat tapi masyarakat belum dapat menerapkan 
hasilnya bahkan mesin jahit yang di berikan di jual kembali. 
5) Peneliti mengajukan pertanyaan pada narasumber yaitu menurut 
Bapak/Ibu/Saudara bagaimana kegiatan pemberdayaan di sektor pemerintahan 
desa ? 






Iya pemberdayaan untuk pemerintah desa itu juga ada dengan tujuan 
meningkatkan kapasitas dari perangkat desa dan kepala desa 
 
 Adapun jawaban Bapak  Andri Jaelani (Kasi Kesejahteraan) pada tanggal  
30 Juli 2021 mengatakan: 
Pemberdayaan pemerintah desa yang dilakukan adalah pelatihan perangkat desa 
dan peningkatan kapasitas kepala desa yang bertujuan meningkatkan kinerja 
pemerintah desa 
 
 Selanjutnya jawaban dari Bapak Kurnia (Anggota BPD) pada tanggal 30 
Juli 2021 mengatakan: 
Iya ada pemberdayaan di dalam pemerintah desa yang diharapkan itu bisa 
menaikan peran kepala desa agar dapat memajukan desa 
 
 Menurut Bapak Heriyanto (Anggota BPD) pada tanggal  30 Juli 2021 
mengatakan: 
Ya ada beberapa pelatihan perangkat desa sangat berguna karena pemerintah 
desa sendiri perangkat desanya itukan masih minim pendidikanya karena 
sebagian besar itu tamatan SMA 
 
 Dari beberapa jawaban narasumber di atas, dapat diketahui bahwa ada 
pemberdayaan pada sektor pemerintah desa yang berupa pelatihan perangkat desa 
dan peningkatan kepala desa yang sangat berguna karena kualitas SDM 
pemerintah desa masih rendah yang sebagian besar adalah tamatan SMA sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat desa dan peran kepala desa 
untuk dapat memajukan desa.  
 Dari kelima hasil data yang dijelaskan di atas tentang unit analisis 
pemberdayaan masyarakat, peneliti simpulkan bahwa didalam kegiatan 





tahapan pemberdayaan mulai dari persiapan sampai evaluasi, pemberdayaan 
masyarakat sendiri meningkatkan keterampilan warga sehingga membantu 
meningkatkan ekonomi warga tetapi pemberdayaan masyarakat sendiri belum 
dilakukan berdasarkan potensi desa yang ada. Kemudian respon semua warga 
Desa Kupu baik terhadap program kegiatan pemberdayaan yang diberikan 
pemerintah desa dengan mengikuti setiap kegiatan pemberdayaan yang ada, 
apalagi masyarakat sendiri tidak ada yang mengusulkan kegiatan pemberdayaan 
saat musdes sehingga masyarakat cukup tertarik untuk mengikuti program 
pemberdayaan. Selanjutnya pemerintah desa masih belum mampu untuk 
melakukan pemberdayaan berdasarkan potensi desa yang ada yaitu bawang merah 
yang merupakan hasil panen terbesar di desa Kupu menjadi sesuatu yang lebih 
bernilai tidak hanya sekedar dijual, sehingga pemerintah desa hanya berfokus 
untuk meningkatkan keterampilan pada program pemberdayaan masyarakat 
seperti pelatihan menjahit. Untuk masyarakat sendiri meski pemberdayaan 
masyarakat sangan diminati oleh warga tetapi kesejahteraan warga belum 
meningkat dengan hanya kegiatan pelatihan menjahit. Pemberdayaan masyarakat 
dengan kegiatan pelatihan menjahit bahkan bantuan mesin jahit yang diberikan 
masih belum dapat menaikan kesejahteraan masyarakat, nyatanya setelah program 
diikuti oleh masyarakat tapi masyarakat belum dapat menerapkan hasilnya bahkan 
mesin jahit yang di berikan di jual kembali. Pada hal pemberdayaan sektor 
pemerintah desa yang berupa pelatihan perangkat desa dan peningkatan kepala 
desa yang sangat berguna karena kualitas SDM pemerintah desa masih rendah 





meningkatkan kinerja perangkat desa dan peran kepala desa untuk dapat 
memajukan desa. 
V.2 Pembahasan Hasil Penelitian 
 Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian yang sudah dilakukan, dapat 
dipahami bahwa Efektifitas pelaksanaan dana desa dengan unit analisis 
 1) Penyelenggaraan Pemerintahan. Berdasarkan dari hasil penelitian 
diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan sudah baik dan 
bermanfaat, pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan standar operasional 
pelaksanaan dari peraturan yang berlaku dan diawasi oleh BPD dan pendamping 
desa dari kecamatan serta inspektorat dengan cara memprioritaskan pada 
kepentingan masyarakat sesuai yang ada di dalam APBDes. Adapun prioritas 
yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa 
yaitu pengadaan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa 
diantaranya pengadaan mobil siaga dan pengembangan SID (sistem informasi 
desa) yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa pengadaan sistem 
informasi desa yang membuat masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan-
kegiatan penggunaan dana desa lalu dapat mengawasi realisasi pembangunan, 
penggunaan dana desa, dan jalanya pemerintahan. Kemudian adanya pengadaan 
mobil siaga desa dapat membantu mengantar warga yang ingin berobat ke rumah 
sakit dan ibu hamil yang akan melahirkan. 
2) Pelaksanaan Pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 
pelaksanaan pembangunan berjalan kurang baik, kegiatan pembangunan belum 





beberapa kegiatan yang belum terlaksana yang terkendala oleh ketidak sesuaian 
dengan jadwal pembangunan yang selalu mundur, hal ini di akibatkan karena 
rendahnya kualitas SDM aparatur desa dalam mengelola waktu. Kemudian dari 
segi pemerataan dan sasaran sebagian besar memang sudah merata dan tepat 
sasaran tetapi ada 1 program yang kurang tepat sasaran yakni bantuan anak putus 
sekolah dimana bantuan ini sudah diberikan agar anak dapat melanjutkan 
pendidikanya tetapi anak tersebut tidak berminat untuk melanjutkan sekolahnya 
dan lebih memilih bekerja membantu orang tua. 
3) Pembinaan Kemasyarakatan Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui 
bahwa pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan berjalan baik sesuai tujuan. 
Pembinaan masyarakat berdampak baik dan positif terhadap masyarakat terutama 
lembaga desa dengan dilakukanya kegiatan pelatihan dan pembinaan BPD, 
LPMD, dan lembaga terkecil seperti RT/RW serta adanya pembangunan gedung 
serba guna untuk penunjang pembinaan kemasyarakatan, semua kegiatan 
pembinaan dan pelatihan serta pembangunan gedung dilakukan sesuai dengan 
yang ada dalam APBDes. Pelatihan dan pembinaan berhasil meningkatkan 
kualitas SDM dan kapasitas dari BPD dan LPMD sesuai dengan tujuan dari 
pembinaan kemasyarakatan agar dapat bekerja sesuai harapan dan membantu 
pemerintah dalam memajukan desa.  
4) Pemberdayaan Masyarakat.  Berdasarkan hasil penelitian  dapat diketahui 
bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kurang baik, pelaksanaan 
pemberdayaan masyarakat yang diakukan oleh pemerintah desa belum sesuai 





mampu untuk mengembangkan potensi desa bawang merah agar menjadi sesuatu 
lebih bernilai tidak sekedar untuk dijual sehingga kegiatan pemberdayaan yang 
dilakukan hanya pelatihan umum yaitu pelatihan menjahit dan bantuan alat jahit 
yang mana dapat meningkatkan keterampilan masyarakat akan tetapi setelah 
melakukan pelatihan kesejahteraan masyarakat masih tidak meningkat bahkan alat 
jahit yang masyarakat dapatkan dijual kembali oleh masyarakat. 
 Dari hasil kesimpulan 4 indikator di atas sehingga bisa ditarik kesimpulan 
bahwa efektifitas pelaksanaan dana desa tahun 2019 di Desa Kupu Kecamatan 











Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektifitas 
Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2019 di Desa Kupu Kecamatan Wanasari 
Kabupaten Brebes, maka dapat diambil kesimpulan, antara lain : 
1. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian yang sudah dilakukan, dapat 
dipahami bahwa efektifitas pelaksanaan dana desa tahun 2019  di Desa 
Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes cukup baik artinya : 
a.  Penyelenggaraan pemerintah sudah berjalan baik, artinya sudah 
dilakukan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam APBDes 
yaitu pengadaan sarpras penunjang penyelenggaraan pemerintahan 
yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan kegiatan 
diawasi oleh BPD, pendamping desa, serta inspektorat sesuai dengan 
SOP dari aturan yang berlaku. 
b.  Pelaksanaan pembangunan berjalan kurang baik, artinya dalam 
program pembangunan belum sesuai dengan APBDes karena 
beberapa program tidak tercapai karena mundunya jadwal 
pembangunan, kemudian ada  program bantuan anak putus sekolah 
yang kurang tepat sasaran karena diberikan kepada anak yang 
kurang berminat untuk bersekolah. 
c.  Pembinaan kemasyarakatan berjalan baik,  artinya pelaksanaan 





meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas BPD, LPMD, dan 
RT/RW, lalu adanya pembangunan sarpras penunjang pembinaan 
kemasyarakatan seperti gedung serba guna yang dilaksanakan sesuai 
dengan dengan APBDes sehingga dapat bekerja sesuai harapan dan 
membantu pemerintah dalam memajukan desa. 
d.  Pemberdayaan masyarakat berjalan kurang baik, artinya 
pelaksanaan pemberdayaan tidak berdasarkan potensi desa yang ada 
yaitu bawang merah karena pemerintah belum mampu untuk dapat 
melakukanya sehingga kegiatanya hanya pelatihan umum yaitu 
pelatihan menjahit dan bantuan alat jahit yang bahkan tidak 
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan menjual kembali 
alat jahit yang diberikan. 
2. Berdasarkan hasil penelitian terdapat faktor-faktor yang menghambat 
diketahui bahwa masih rendahnya kualitas SDM aparatur desa karena 
tingkat pendidikan yang rendah sebagian besar tamatan SMA sederajat 
masih kesulitan untuk mengatur waktu sehingga jadwal pembanguana 
mudur dan belum bisa mengembangkan potensi desa dalam program 
pemberdayaan masyarakatnya  
3. Adapun solusi yang bisa laksanakan dalam menanggulangi faktor 
hambatan yang terjadi efektifitas pelaksanaan dana desa tahun 2019 
adalah : 
a) Perangkat desa perlu diberi kesempatan untuk melanjutkan 





SDM perangkat desa meningkat 
b) Pemerintah desa perlu mendapatkan workshop, pelatihan-
pelatihan, ceramah dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas 
SDM aparatur desa. 
VI.2 SARAN 
 Dari hasil yang diperoleh dari kesimpulan di atas, sehingga peneliti 
menyampaikan saran antara lain : 
1. Peningkatan aparatur desa didalam kualitas sumber daya manusianya dan 
dalam pelayanan pemerintahan seperti pelayanan administrasi desa agar 
lebih memudahkan masyarakat desa. 
2. Peningkatan kualtitas aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan 
dengan mengikuti diklat dan bimtek tentang pelaksanaan dana desa agar 
pelaksanaan pembangunan lebih optimal. 
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur desa dalam melakukan 
pelatihan kepada lembaga-lembaga desa seperti BPD, LPMD, maupun 
RT/RW dapat bekerja sesuai yang diharapkan dan membantu pemerintah 
dalam memajukan desa.  
4. Peningkatan kualitas dan kapabilitas aparatur desa dalam kegiatan 
pemberdayaan masyarakat memalui bimtek pendampingan dan 
pemberdayaan masyarakat desa agar lebih mendayagukan potensi desa 
yang ada di desa yaitu bawang merah. 
5. Peningkatan pendidikan seluruh aparatur desa yang sebagian besar adalah 
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1.Judul Penelitian : 
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2019 DI DESA 
KUPU KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES 
2. Petunjuk Wawancara 
a. Tulis identitas anda dengan lengkap pada tempat yang telah tersedia  
b. Bacalah pertanyaan di bawah ini dengan teliti, dan tanyakan apabila ada 
yang belum jelas  
c. Isilah jawaban dengan benar dan  jujur sesuai kondisi yang ada di Desa.  
d. Atas perhatian dan pengisian pedoman wawancara  ini saya ucapkan 
terimakasih  
3. Identitas Informan 
Nama   : ………………………… 
Jenis Kelamin  : L/P 
Pekerjaan (Jabatan) : ………………………… 
Tamat Terakhir : ………………………… 











4. Pernyataan Wawancara : 
1. Penyelenggaraan Pemerintahan 
a. Menurut Bapak/Ibu/Saudaraseperti apa efektifitas dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di desa ? 
b. Menurut Bapak/Ibu/Saudaraapakah kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan sudah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan ? 
c. Menurut Bapak/Ibu/Saudaraapakah kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan di desa sudah sesuai aturan yang berlaku ? 
d. Menurut Bapak/Ibu/Saudaraapakah penyelenggaraan pemerintahan 
desa memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat ? 
e. Menurut Bapak/Ibu/Saudarabagaimana bentuk partisipatif 
masyarakat dalam program penyelenggaraan pemerintah desa ? 
2. Pelaksanaan Pembangunan 
a. Menurut Bapak/Ibu/Saudaraseperti apa efektifitas dalam  
pembangunan di desa ? 
b. Menurut Bapak/Ibu/Saudaraapakah kegiatan pembangunan 
berjalan secara berkelanjutan ? 
c. Menurut Bapak/Ibu/Saudarabagaimana pembangunan infrastruktur 
desa sudah sesuai dengan APBDes ? 
d. Menurut Bapak/Ibu/Saudarabagaimana dampak pembangunan 
terhadap masyarakat desa  ? 
e. Menurut Bapak/Ibu/Saudaraapakah program pembangunan desa 





3.  Pembinaan Kemasyarakatan  
a. Menurut Bapak/Ibu/Saudaraseperti apa efektifitas dalam 
pembinaan kemasyarakatan di desa ? 
b. Menurut Bapak/Ibu/Saudaraapakah program kegiatan pembinaan 
kemasyarakata berdampak pada lembaga desa  ? 
c. Menurut Bapak/Ibu/Saudaraapakah program kegiatan pembinaan 
kemasyarakatan  yang dilakukan secara merata ? 
d. Menurut Bapak/Ibu/Saudaraapakah setelah program kegiatan 
pembinaan kemasyarakatan meningkatkan kualitas masyarakat ? 
e. Menurut Bapak/Ibu/Saudaraapakah program pembinaan 
kemasyarakata berjalan sesuai dengan tujuan ? 
4. Pemberdayaan Masyarakat 
a. Menurut Bapak/Ibu/Saudaraseperti apa efektifitas dalam 
pemberdayaan masyarakat ? 
b. Menurut Bapak/Ibu/Saudarabagaimana respon masyarakat 
terhadap program pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh 
pemerintah desa ? 
c. Menurut Bapak/Ibu/Saudaraapakah kegiatan pemberdayaan yang 
dilakukan sesuai dengan potensi desa yang ada ? 
d. Menurut Bapak/Ibu/Saudaraapakah setelah kegiatan pemberdayaan 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ? 
e. Menurut Bapak/Ibu/Saudarabagaimana kegiatan pemberdayaan di 
sektor pemerintahan desa ? 
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